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Jangan pernah meniru apa yang orang lain lakukan, karena sesungguhnya itu

adalah awal kehancuran bagimu, karena dengan begitu kamu telah mengubur

kreativitas dan bakat jierpendam vang ada daiam dirimu,

i

|
Jika kamu yakin ak?n mimpi dan anganmu, maka bulatkanlah tekadmu untuk

!
mewujudkan semuanya, dan percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang tidak
|

!

rungkin bagi merekg’a yang selalu berusaha.
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PERSEMBAHAN :

1. Mama dan almarhum papa tercinta,

2. Kedua Adikku dan semua sahabat
sajatiku,

Seseorang yang akan selalu jadi pandu

L

sejati dalam hidupku.
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| PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di jaman modern, perkreditan menunjang, merangsang, dan msmberi
moftivasi kepada rﬁas?arakai, untuk meningkatkan produktivitas usaha. Dalam
konteks yang lua; perkreditan hampir menyentuh seluruh sendi kehidupan,
karena sebagaimana diketahut bahwa setiap usaha apapun bentuknya dalam
pelaksanaannya selalu dan sudah pasti memeriukan suatu bentuk permedalan
sebagai langkah awal untuk merintis atau mengembangkan usaha.

Dalam realisasinya, usaha pemerintah dalam menuangkan suatu bentuk
peraturan, sebagaimana Undang-undang No.10 {ghun 1838 tentang perubahan
atas Undang-undahg Mo.7 tahun 1952 tentang Perbankan dalam Pasal 6 sampai
Pasal 15 sedikit disinggung mengenai kegiatan usaha bank vang diantaranya
herupa penyaluran kredit dari suatu lembaga keuangan kepada masyarakat,
secara tidak sadar hal itu merupakan langkah yang tepat dan tentunya itu jugs
merupakan suatu bentuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kspada
rakyatnya, yang dalam hal ini penyaluran Kkredit tersebut ditujukan kepada
mereka yang benar-benar membutuhkan suatu bentuk dana permodalan uniuk
memulai, merintis ataupun mengembangkan suatu bentuk usaha, vang
diharapkan kemudian =akan membawa dampak positif bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakal Indonesia, sehingga kemudian akan membawa

pengaruh yang lebih besar bagi bangsa Indonesia kearah yang lebih maju.

foa
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kengingat bé;hwa. negara Indonesia merupakan negara berkembang,
sehingga dapat dip?astikan juga bahwa pemerintab dalam menetapkan sualu
hentuk peraturan ggma penyaluran kredit lebih lanjut, sebagian besar ditujukan
kepada para pela;ku usaha Kecil, meskipun tidak menutup kemungkinan
disediakan juga djana untuk penyaluran bagi perusahsan besar yang ingin
mengembangkan usahanya.

Namun, periéz diketahui bahwa tidak semua permohonan kredit yang
diajukan cleh nasgisah kepada suatu lembaga keuangan adalah unfuk kegiatan
produklif, tapi ada juga bahkan banyak pengajuan permohonan kredit yang
digunakan untuk Ekeperluan konsumtif semata. Pengaiuan kredit jenis ini
hiasanya diajukan: oleh para nasabah yang sebagian besar adalah Pegawai
Neger Sipil (PNS), dana kredil yang diperoleh biasanya digunakan untuk hal-
hal yang bersifat konsumtif. seperti : pembelian alat transportasi, membeli
barang mewah, untuk membeli rumah, atau untuk biaya pendidikan bagi anak
merela, serta kebutuhan lainnya yang sifatnya kensumtif.

Kredit yang diberiken tersebut, tentunya dalam jangka waktu tertentu harus
kembali, namun dalam prakteknya pengembalian dana kredit tersebut kadang
lidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti : terjadinya kredit macet, modal
usaha habis tang‘:va ada keuntungan, sehingga debitur tidak memiliki anggaran
untuk membayar: angsuran kredit kepada bank, meninggainya debitur sebelum
perjanjian kreditnya berakhir, dan barbagai hal lainnya.

Dengan adanya latar belakeng sebageimane diuraikan diatas, maka

penulis tertarik dan ingin mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan
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pelaksanaan per_ianj;ian kredit antara orang pribadi ataupun suatu badan hukum
dengan bank sebé;gai lembaga keuangan, dari permulaan perjanjian kredit
tersebut di!aksanakén sampai berakhirnya suatu perjanjian kredit, beserta akibat
hukum vang iimbu’l dengan meninggalnya debitur, sehelum perjanjian kredit
yang diselenggarakannya tersebut berakhir. alas daser alasan-alasan yang
dikemukakan terse!?ui, maka penulis menyusun skripsi dengan judul : “Tinjauan
Tentang Perjanjian fKredit Antara Bank Mandiri Dengan Nasabah (Debitur) Dan

Beberapa Permasa!éhannya di Kabupaten Semarang”“.

. PEMIBATASAN MASALAH

Untuk merrjpermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan
membatasi vaitu t‘entang pelaksanaen perjanjian kredit pada Bank Mandiri .
beseita beberapa‘ permasaiahan yang sering teradi dalam prakieknya,
penelitian dilakukan pada Bank Mandii Cabang Hub.Pahiawan Kodyse

Semarang, hal ini mengingat adanya keterbatasan wakiu, tenaga, dan biaya dari

penulis.

. PERUMUSAN VIASALAR

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut :

—h

. Bagaimanakah prosedur pengaiuan permohonan kredit pads Bank Mandiri ?

2. Apa saja agunan yang dapat diterima dan jenis-jenis kredit yang ditawarkan
oleh Bank Mandiri ?

3. Apa hak dan kewajiban debitur dan krediter dalam perjanjian kredit pada

Bank Mandiri ?
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4. Permasalahan ?pa yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit

dan bagaimana cara penyelesatannya ?

D. TUJUAN DAN KEGUMAAN PENFLITIAN

1. Tujuan Penelitian

s\l

A

4.

. Untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan kredit pada Bank

Mandiri.

Untuk mengetahui agunan vang dapat diterima dan jenis-jenis kredit
yang ditawérkan oleh Bank Mandiri.

Untuk mengetahui hak dan kewajiban debdifur dan &reditur dalam
perjanjian kredit pada Bank Mandiri.

Untuk mengetahui permasalahan yang seting terjadi dalam pelaksanaan

perjanjian kredit dan bagaimana cara penyelesaiannya,

Kegunaan Peneiitian

Kegunaan Teoritis

Dari  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan  sedikil
sumbangan di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya untuk
pengembangan hukum perdata dalam bidang hukum perianjian.
Kegunaan Praktis

Hasil. penelilian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman sebagai
bahan pertimbangan dalam praktek, bagi para pihak dalam hal ini
“orang” dan “hadan hukum” selaku subjek hukum yang sering melakukan

kegiatan di bidang hukum khususnya dalam bidang perjanjian kradit,

v



j
|
|
|
|
|
I
|

E. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekﬁtan
Adapun r;’xetode pendekatan yang digunakan dalam peneliian ini
adalah Melode pendekatan Yuwridis Sosiologis yaitu berkaitan dengan hal-
hal yang bersffat yuridis dan lerjadi dalam prakiek sehari-hari dalam

kehidupan masyarakat.

!
2. Spesifikasi Penelitian

Hasil dari‘ penelitian ini akan dirumuskan dalam sebuah laporan yang
bersifat deskriptif anafitis. Dikatakan deskriptif, karena pada dasarnya hasil
penelitian ini dapat dideskripsikan atau digambarkan sscara menyeiuruh dan
sistematic mengenal azss hukum vang berlaku dalam bidang hukum
perjanjian, kaedah hukum serla peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar dan yang mengatur hubungan hukum antara bank sebagai
badan hukum dengan nasabah Sebagai crang pribadi ataupun aniara bank
sebagai badan hukum dendgan lembaga sebagai badan hukum lainnva,
Dikatakan bersifal apalitis karena hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya
akan dianalisis berdasarkan segl yuridis yang mengatur tentang perjanjian

kredit perbankan.

3. Metode Penetapan Sampe!
Penelapan sampel dilakukan dengan cara Mon Random Purposive
Sampling atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek

yang didasarkan pada tujuan terleniu. Tehnik ini biasanya diambii, karens

v
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alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biava. sehingga tidak mangambil
|

|
sampel yang beg‘ar jumiahnya dan jauh letaknya.

!
|

|
4, Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan, meliputi :
a. Data Sekun}der
Data ;Se&undef adalah dala vang dipercieh dari bahan stugi
[
kepustakaaf\, yang bersumber dari buku-buku dan persturan-peraturan
yang berhc;bungan dengan materi penelitian serta berbagai sumber
teriuiis iainnya.
b. Data Prime;r
1
Data ' Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
mesyarakal df lapangan. Adapun data primer dalam penulisan ini
diperoleh  dengan  wawancara bebas  terpimpin  vaitu  dengan
mempersiapkan  terlebih  dahulu  pertanyaan-pertanyaan  sebagai
pedoman t‘etapi masih dimungkinkan tambahan pertanyaan lain yang

disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

5. Metode Analisis Data
Metode ;analisis { analisa datz merupakan cara untuk menarik
kesimpulan dér& suetu hasil penelitian vang sudzah terkumpul, dari kesemua
data yang diperoleh, baik itu dari sumber data sekunder (data vyang
diperoleh dari studi Kepustakaan) ataupun data yang diperoleh dari sumber

data primer (data yang dipercleh dari lapangan), yang selanjutnya akan

<
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i
dianalisis dengan menggunekan metode ‘“Anafisis Kualitatif’ yaitu analisis
|

| .
suatu data vyang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan azas-azas dan
i

inforrnasi—informa;si yang berbentuk ungkapan monografis dari responden

yang dituangkan dalam bentuk kala-kata.

F. TERMINOLOG!

Uniuk lebih b1en1perje!as maksud dari skripsi ini, maka penulis akan

!

menjelaskan beberz-ipa istilah yang dipakai dalam skripsi ini, antara iain :

1. Petjanjian adalah suatu peristivva dimana sasacrang berjanji kepada orang

lain atau dimana 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal J

Subyek hukum‘j adalali sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang
untuk melakuken perbuatan hukum atau sesuaiu yang berhak / bernvenang
menyandang ﬁak dan kewajiban. Yang disebut subyek hukum disini adalah
“orang” (Natuurfifk persoon) dan “badan hukum” (Rechisperson).

Obyek hukum adalah sedala sesuatu yang herguna bagi subyek hukum dan
dapsat rnen}adi pokok permaselahan dean kepentingan bagi para subyek
hukum.*

Cessie adalah penyerahan akan pivlang-piutang atas nama dan kebendaan
lidak hertubuh lainnya. dengan jaian membual sebuah akla oieniik atau di

bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan

kepada orang lain (Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

iSubekii.R.,S.H.,Proi., Hukury Fspangdan, P.T. intermasa, Bandung, 1979, halaman 1.
< Suroso R, SH., Penganiar fimu MHukum, PT. Sinar rafika, Jakarta, 1993, halaman 227,

248,

bl
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Subrogatie adala%h penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke
tiga, vang n1e§1bayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan
persetujuan maut;aun demi Undang-undang (Pasal 1400 K.U.H.Perdata).

Kredit adalah éenyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, be{dasarkan persetuiuan atau Kesepakatan pinjam meminjam
untuk meiunasifutangnya setelah jangka wakiu terteniu dengan pemberian
bunga. f

Perbankan adéia'n segala sasualu  vang msnyangkut tentang bank,
mancakup ke{émbagaan, kKegialan usaha, serda cara dan proses dalam
melaksanakan l;egiatan usahanya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpaﬁan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau hentuk-bentuk lainnya dalem rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

10. Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan atas suatu prestasi

dari pihak lain.

11. Debitur (Nasabah Debifury adalah pihak yang berkewsjiban untuk memenuhi

suatu prestasi kepada pihak lain,

12.Kantor cabang adalah kanlor bank yang secara langsung bertanggung jawab

kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengén alamat dan {empat

usaha vang jelas dimana kantor cabang tarsebut melakukan usahanya.
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13.Agunan adalah Jaminan tambzhan yang diserahkan oleh nasabah debitur

kepada bank datam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.®
i

!
G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Adapun sistematika dalam skripsi ini merupakan gambaran sscara ringkas,
1Y)

yang mencakup seluruh isi skripsi yang disusun secara sistematis, guna

mempermudah memahami materi skripsi, adalah sebagai berikut :

BAB |

BAB il

merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang : latar
be!ékang, pamhatasan masalah, parumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, metodoiogi penelitian, terminologi, dan

sistematika penulisan.
i

. merupakan landasan leori memual pokok bahasan berupa ulasan

teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi :
per}anjian pada umumnyva, pengerlian perjanjian, syarat sahnva
perianjian, azas-azas petjanjian, subyek dan obyek perjanjian,
wanprestasi. overmacht, den berakhirnya petjanjlan  kemudian
akan dibahas mengenai pefjanjian standar (perjanjian baku)
meliputi : istilah perjanjian standar, pengenian pefjanjian standar,
jenis-jenis perjanjian slandar, dan ierakhir mengenai petjanjian
kredit pada umumnya, yang terdiri dari : pengertian perjanjian
Kredit, unsur-unsur dalam perianjian kredit, subyek é’an obyek

perjanjian kredit, prinsip-prinsip dalam pembetian kredit, tujuan
p

* Mahkamah Agung R.I, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988 tenfang parubahan afas

L)

Undeng-undang Nomor 7 Tahun 1552 lenteng Perbanran.
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dan| fungsi kredit, jenis-jenis kredit, komponen-komponen dalam

|
men!fentu.kan bunga kredit, dan jenis-jenis pembebanan suku

|
bunga kredit.

© Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

yang terdiri dari : sejarah singkat berdirinya Bank Mandiri,
prosedur pengajuan permohonan kredit pada Bank Mandiri,
agu%nan yang dapat diterima dan jenis-jenis Kredit yang
i
disédiakan oleh Bank Mandiri, hak dan kewajiban antara debifur
dan! kreditur  dalam  perieniian.  kredit pada Bank WMandiri,
|
pefmasa!ahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian
krédit pada Bank Mandiri yang melipuli wanprestasi, overmacht,
meninggalnya  debiur  sebelum  perjenjien  kredit  vang
diseienggarakann\;a berakhir, serta ulasan mengenai analisa
data oleh penulis, yang didasarkan pada hasil penelitian,

merupakan bab terakhir atau bab penutup dalam penyusunan

skripsi ini, yang berisi tentang : kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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A. PERJANJIAN PADA UMUMBNYA
1. Pengertian Parjanjian

Penggunéan istilah perjanjian sampai saat ini belum ada keseragaman.
Istilah perjanjia;w itu sendiri herasal dari istilah belanda oversenkomst yang
berasal dari kata keria overeenkomen yang berarii setuju atau sepakat.

Definisi p‘er}anjian dapat di lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (K.U.H.Perdata} ! Burgerijk Wethboek (BW), Pasal 1313 B.W vyang
menyebutkan, Eah‘vva suatu peranjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebinh mengikaikan dirinya terhadap saiu orang lain atau
lebih.

Suatu petjanjian adalah suaty peristiwa dimana seorang betjanii
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling bsrjanji untuk
melaksanakan suatu hal. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para
pihak tersebut, maka akan timbul suatu perikatan. Perikatan merupakan
sualu perhubungan hukum antara dua orang alau dua pihak berdasarkan
mana pihak yang saiu dapat menuntui suatu hal dari pihak yang lain, dan
pihek yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian

grikatan disamping sumber-sumber yang

g~

mserupakan salah saiu sumber

lain. Suatu perignjian dapsat juge dikatakan sebagai suatu persetujuan,

i1



etjanjian ada dua pihak yang setuju untuk melakukan

!
|
E
|
|
f
|
|
karena dalam p
i

sesuatu.’

|
i
i

Syarat sahnya “parjanjian
Dalam setiap perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian vang

diselenggarakan oleh para pihak, harus memenuhi syarat yang ditentukan

dalam Pasal 1320 BW. yang meliputi
|

. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
|

. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

[V]

cr

Suatu hal terieniu ;

o

d. Suatu sebab yang halal ;

Ada. Sepakét mereka yang mengikatkan dirinya ;
Artinya : kedua Belah pihak dalam perjanjian sepakat / setuju tentang
suatu hal, berdasar pada kemauan behas dan parsetujuan atau kata
sepakat tersebut harus dinyatakan.

Ad b. Kecakapan uniuk membual suaiu perikatan |
Adinya : kedue pihak harus dianggap cakap menurut hukum dan
dapat bertindak dalam hukum, karsna ada orang tertentu yang
dianggap tidak cakap menurut hukum vyaitu mereka yang belum
dewa& (dibawah umur). mereka yang herada dibawah pengampuan,
dan para wanita yang telah bersuami yang tunduk pada B.W {(Pasal

1330 B.W). Untuk yang ke figa ini sudah tidak berlaku lagi dengan

! Subekti, Og cif, halaman 18.

[y
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keluarnyéa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun

1963, s

L{Jntuk pihak-pihak yang belum dewasa harus diwakili orang
fuanya ;atau walinya, badi orang yang tidak sehat akal pikirannya,
maka yang bedindak adalah pengampunya, sedeng unfuk pihak
yang p%ai»’ft yang berlindak juga pengampunya vaitu Balai Harta
Peningéaian (BHP)?

Adc. Suatu hé:! terfenty ;
Artinya : yeng diperjenjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal
atau sg‘xatu bereng yang cukup jelas atau ierteniu. Syarat ini periu
untuk ;dapai menerapkan kewajiban dari si berhutang Jika ada
perseliéihan. Hal yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikil atau
paiing ﬁdak harus ditentukan jenisnya.

Add. Suatu sebab yang halal ;
Arlinya | bahwa obysk perjanjian haruslah barang atau benda atau
sesuafu yang diperbolehkan oleh hukum, sebab bila suatu obyek

dalam: peraniian lidak halal, maka obyek tersebut bertentangan

dengan Undang-undang. ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Azas-azas Petrjanjlan
Sebagaimana dikemukakan oleh Rulten, bahwa azas yang diatur

dalam B.W, mengenai perjanjian ada 3 (tiga) azas, yaitu :

5 wiryonn Prodjodikoro R.DR. SH, Hulum Pardata tentang Persstujuan-psrsetujuan
Tertentu, cetakan Ke 8, Sumur Bandung, Bandung 1574, halaman 18,



|
|
|
|
|
|

|
!
i

a. Azas Kansénsua/isme. vallu azas yang menyatakan bahwa suatu

F’)

|
perjanjian vang dibuat pada umumnya bukan secara Yormil", telapi
i
secara “kopsensuil’, yang berarti suatu perjanjian itu timbul sejak
{

tercapainva kata sepakal alau persefujusn diantars para pihak vang
‘ ~

4

mengadakan peifanjian. (Pasal 1320 B.W),

Azas Menéikainya Perjanjian {(azas Facia Sunf Servanda), arlinya :
bahwa azajs ini merupakan azas yang berhubungan dengan kekuatan
mengikatng% petjanjian, vang dapat disimpuikan dari Pasal 1338 BW
yang men%takan, bahws semua perizniian yang dibuat secara sah
berlaku se?.jaagai Undang-undang dan mengikat kedua belzh pihak.

Azas Kebebasan Berkontrek, artinya : bahwa azas ini memberikan
kebebasan kepada para pihak uniuk membuat atay lidak membuat suatu
perjanjian. serta bebas dalam menentukan isi dari perjanjian, svarat
perjanjian, berlakunya perjaniian, dan dengan beniuk terfentu, baik vang
diatur olah Undang-undang atau Ketentuan lain vang diatur diluar
Undang-undang (Pasal 1338 ayat (1} B.W). Azas kstiga ini oleh Rutten
disebut éebagai “Contract Viijheid”, yang merupakan ‘tiang” hukum
perdata, maksudnys adaiah bahwa kebebasan berkenlrak merupakan
pokok dimana bangunan hukum perdata itu berdiri. Namun, walaupun
dianut azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, tetapi ada
pembatasan yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian,
ha! ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 BW, vang in!inQa bahwa

dalam mengadakan suatu perjanjian, perjanjian yang dibuat harus : tidak



benentangaliﬁ dengan Undang-undang, tidak bertentangan dengan
ketertiban wémm, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan baik.®
4. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian

Subyek perjanjian adalah segala sesuatu vang dapat menyandang hak
dan kewajiban. Dalam ilmu hukum vang dapat menyandang hak dan
kewajiban adalah orang / manusia (nafuurlike persoon) dan badan hukum
(fechtpersoon).; Badan hukum adalah crganisasi atau kelompok manusia
yang mempunyﬁai tujuan terentu yang juga dapat menyandang hak dan
kewajiban, coﬁtohnya . Negara dan Perseroan adalah organisasi atau
Kelompok manﬁsia yang merupakan badan hukum.

Didalam hukum perjanjian mereka yang termasuk subyek atau para
pihak dalem perienjian adalah mereka yang fermasuk sebagal subyek
hukum sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 .38,

Sedangkén obyek dalam sualu perjanjian dapat diartikan sebagai
sesuatu yang ‘diperlukan oieh subyek. atau dapai dikatakan bahwa obyek
perjanjian adelah hal-hal yang diwejibkan kepada pihak vang wajib
memenuhi suatu perjanfian terhadap mana pihak yang lainnya mempunyai

hak.

5. Wanprestasi
Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur sebagai pihak

yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, tidak melakukan prestasi

® Anonim, Hukum Sends dsn Hukum Perikatan, Semarang, 1973, halaman 3.

-
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sama sekali fétau melakukan prestasi dengan keliru atau terlambat
melakukan preéfas:l maka dalam hal-hal demikian debifur dianggap telah
melakukan wan};restasi.
Dari bah;san diatas dapal ditunjukan, bahwa terdapat 2 (dua) macam
sifat dalam wanprestasi, yakni
a. Bahwa prestasi memang dilzkukan, ietapi tidak secara sepaiutnya aiau
dengan kéia lain dapat dikatakan, hahwa terdapat cacal! dalam
pemenuhaﬁ prestasi,
b. Bahwa prestasi dilakukan pada wakiu yang tidak tepat, atau dapat
dikatakan terlambat dzlam melakukan presfasi’
Adapur; wujud darl wanprestasi ada 3 (tiga) bentuk, yaitu :
a. Debitur sama sekali tidak melakukan prestas/ |
b. Debiturterlambat dalam melakukan prestasi
¢. Debhitur kelirvu melakukan prestasi.
Upaya vang mungkin dapat dilakukan olgeh 4redifur hila ieradi
wanprestasi, adalah sebagai berikut :
a. Krediturbisa meminta pemutusan perjanjian ;
b. Kreditur blsa meminta pemenuhan perjanjian :
¢. Kreditur bisa meminia ganti kerugian ;

d. Kreditur bisa meminta pemutusan perjanjian dan ganti rugi ;

5.'1’

Kraditur bisa meminta pemenuhan perjanjian dan ganti rugi.

7 Sri Soedewi Mastioen Sofiuan, Hukum Pengantar Parutangan Bagian A, Universitas
Gadjan Mada, Yogyakarta, 1980, halaman 11.

16



Kapan seorang debitur dapat dikatakan wanprestesi ? hal itu dapat

|

terjadi bilamana kreditur telah memberitahukan kepada debstur tentang
kapan se!embat[‘-{ambatnya dehitur harus melaksanakan prestasinya kepada
kreditur, Dengaﬁ demikian dapat diketahui, bahwa adanya suatu kesalahan /
wanprestasi harus didahului dengan adenya pemyataan lalai / lngebreke
steffing (Pasal 1238 B.W)."

§

6. Cvermacht

Pada um"umnya tidak memenuhi perikatan adalah menjadi tanggung
jawab dari debitur apabila ia baik karsna sengaja maupun kelalaiannya tidak
memenuhi pre:stasinya, tetapi apabila debiter tidak memenuhi prestasi
karena tidak fada kesalahan, maka kita berhadapan dengan keadaan
memakse (overmachi) yang tidak dapat dipeanggungkan kepadanya.

Dari Pasal 1244 dan PFasal 1245 BW dapal disimpulkan bahwa
keadaan memaksa (overmacii} bahwa debifur tidak dapat memenuhi
prestasinya karena suatu Keadaan yang lidak ierduga lebih dahulu dan tidak
dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, jika hal demikian terjadi debitur
dibehaskan untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga.

Terdapat 3 (tiga) syarat untuk terjadinya overmachf, yaitu :

a. harus ada:haiangan unfuk memenuhi ke\-z-'ajiban N
b. halangan tersebut tidak tetjadi kareria kesalahan debitur ;

¢. tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko dari debitur®

% Anonim, Op. o/, halaman 12.
° Punwahid Patrik, Asas-asas Hukum Parianjian, Fakultas Hukum, Universitas
Diponegero, Semarang, 1882, halaman 25.

o
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Adapun jenis dari keadaan memaksa ada 2 (dua) bentuk menurut

f
sifatnya, yaitu . ;

a. Keadaan mf:maksa yang bersifal mutlak (absofuf), yaifu : suatu keadaan
dengan ma;i!a perjanjian tidak mungkin lagi dilaksanakan, misal . barang
yang menj#di obyek dalam perjanjian hapus, karena terjadinya suatu
bencana aigm.

b. Keadaan néaemaksa vang bersifat tidak mutlak (refafif), vaitu . berupa

|
suaty kea&aan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi
dengan péngerbanan-pengorbanan yang sangal besar dari hak si
debifur, mi?sal . barang vang harus didatangkan oleh si debifur tiba-tiba
oleh pemerintah dikeluarkan sualu pereiuran yeng melarang peredaran
barang !er‘sebui dengan ancaman hukuman unfuk mengeluarkan suatu

macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan si debitur tidak

dapat mengirimkan barangnya kepada si kreditur.'®

7. Berakhirnya Perjanjian
Suatu ;ﬁer}anjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan darn
perjanjian itu :te!ah tercapail, dimana para pihaknya telah memenuhi presfass
sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa cara lain uniuk
herakhirnya suatu peranjian, vaiiy :

a. Apabila wakiu yang telah ditentukan dalam perjanjian telah lewat. Hal ini

terjadi pada perjanjian yang berlaku unfuk wakiu tertentu.

% SoebektiR., Prof., SH., Pokok-poknl Hukum Psrdata, Intermasa, Jakarta, 1982,
halaman 150,
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i
b. Apabila diteg’ﬂukan oleh Undang-undang tentang batas waktu berlakunya
|

suatu perjanjian.

c. Apabila adaf tuntutan salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian. Hal
ini dapat ierjadi apabila debifur dengan sengaja atau lalai tidak
melakukan kewajiban memenuhi prestasi, maka kreditur dapat meminta
kepada hakim supaya perjanjian tersebut dibataikan ;

d. Apabila adé pernyataan penghentian perjanjian (opzegging). Pernyataan
penghentia'{n perjanjian ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak maupun
oleh kedua“beiah pihak ;

Adanya persefujuan para pthak (herrceping) .

@

-y
~

Berlakunya syarat batal vang terdapal dalam pesjanjian, misalnya dalam
perjanjian  dilentukan bahwa dengan menindgalnya salab satu pihak

maka perjanjian akan berakhir.’

B. PERJANJIAK STANDAR (PERJAJIAN BAKU)
1. lIstilah Perjaniian Standar
Kata istilah merupakan sebulan unfuk suasfu hal tertentu, misalnya
disini akan disebutkan beberapa istilah vang digunakan dalam perjanjian
standar, diantara istilah perjaniian standar yang /azim digunakan oleh
masyarakat umum, artara iain .
a. Dalam bahasa Belanda istilah perianjian standar disebul dengan istilah

“standard voowaarden”, “standard contracten”.

1 Setiawan R SH., Pokok-pokok Hukum Parikatan, PYBina Cipta, Jakarta, 1979,
halaman 64,
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b. lIstilah perjgn}'ian standar dalam bahasa Perancis adalah “contract o’
|

adhesion’.
¢. Sedangkan di Indonesia istilah perjanjian standar sering disebut sebagai

“petjanjian baku”, “kentrak standar”, atau “kontrak baku”,

2. Pengertian Parjanjian Standar
Pengertién perjanjian standar fidak ditemukan dalam perundang-
undangan, ak;n tetapi ada beberapa pendapat mengenai pengerian dari
pefjanjian staﬁdar yang disampaikan oieh para sarjana, antara lain sebagai
berikui

a. Johanes Gunawan memberl pengerlian perjanjian standar sebagai suatu
petjanjian w‘yang isinya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa
formulir yang digandaken dalam jumleh tidak ferbates, untuk ditawarkan
kepada para konsument tanpes memeperhatikan atau membeadakan
kondisi konsumen.

b. E.H.Hondius berpendapal bahwa perjzanjizn standar adalah konsep janji-
janiji tem;ms vang disusun tanpa membsdakan isinya serta pada
umumnya dituangkan dalam petjanjian-perjanjian yang tidak terbatas
jumlahnya namun sifatnya tertentu.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya inti
daii perjanjian standar adalah sebagai berikut

a. Salah safu pihak lidak memiliki hak untuk memilih terhadap beberapa

alaupun terhadap seluruh pernyataan kontrak.

ko
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b. Persyaratal‘n perjanjian (kontrak) biasanya ditelapkan oleh pihak yang
memiliki l{edudukan kontraktual yang lebih kuat, vang berhadapan
dengan pafra pihak yang memiliki kedudukan yang lebih lemah.

Dengan{ demikian dapatl juga ditarik  kesimpulan lebih lanjut
berdasarkan pada penjelasan diatas, perjaiian standar memiliki karakferistik
sebagai berikut :

a. Dapat meléyané transaksi tertentu secara efisien,

h. Memberikan pelayanan vang cepat badi para penggunanya,

kebutuhan,

d. Secara substansial cenderung dirumuskan sesuai dengan kebutuhan
pihak yang bersangkutan,

e. Dapat ditawarkan kepada pihak-pihak terientu secara masal dan tidak

memperhatikan kondisi dan atau kebutuhan khusus dari setiap orang.

Jenis-jenis Perjanjian Standar
Adapuﬁ jenis-ienis perianjian (kontrak) standar, meliputi
a. Ditinjau dari segi pthak mana yang menetapkan isi dan persyaratan
kontrak sebelum ditawarkan kepada konsumen secara masal, meliputi :
1). Kontrak standar yang isinya ditetapkan oleh produsen [ kreditur,
kontrak standar jenis ini dapat dibuat oleh perseorangan, badan

hukum keperdataan, atau oleh badan hukum publik.

(3]
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Kontra!;( yang isinya merupakan kesepakatan dari 2 (dua) pihak atau
lehih émentsrut £ HHondius kontrak standar semacam ini disebut
sebagafi “kontrak standar bertimbal balik”).

Kontrak standar vang isinya ditetapkan coleh pihak ketiga, biasanya
dibuat joleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu perjanjian

(menuiut E.H.hondius kontrak standar semacam ini disebut sebagai

“kontrak standar berpola”).
i

Ditinjau qéri format atau bentuk suatu Kontrak yang persyaratannya

dibakukan, meliputi :

13. Kontrak standar menyatu, pada dasarnya seperti kontrak biasa, tetapi

2).

sebaglan peisyaratannya studah distandarisir sebelum dipergunakan
dalam suatu transaksi bisnis.

Contoh : Kontrak kredit (perjanjian pinjam meminjam uang).

Kontrak standar terpisah, kontrak seperti ini biasanya memiliki bentuk
khusus, karena adanya slemen transaksi yang terbuka untuk
negosiasi yaitu konirak yang pada dasarnya dirumuskan dalam suatu
formuﬁr tersendiri, dan adanya elemen transaksi yang tertutup untuk
negosiasi vyaitu Kontrak yang pade dasarmnya disusun segara
sistematis sebagai ketentuan khusus vyang dicetak dalam lembar
terpisah, ietapi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

formulir yang ditandatangani oleh para pihak.

I~
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¢. Ditinjau da%i segi penandatanganan perjanjian, meliputi ;

1. Kontral% standar yang baru dianggap mengikat para pihak, apabila
pada %aat penutupannya konltrak harus ditandatangani oleh para
pihak.f

2. Kontrak yang pada saat penutupan perjanjiannya tideak petu
ditandétangani oleh para pihak, konirak ini dianggap mengikat

denga}l dijalankannya suatu prilaku tertentu oleh para pihak.

C. PERJANJIAN KREDIT PADA UMUMNYA
1. Pengertian P§r§anjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
orang lain, tentang suatu hal tertentu. iKredit adalah suaty bentuk pinjaman
berupa sejumlah dana yeng dipinjamkan oleh pihak pember pinjaman
kepada pihak peminjam yang dipergunakan uniuk Kkeperiuan itertentu.
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa perianjian kredit adaiah suatu peristiva
dengan mana fredityr memberikan sejumah uana uptuk dipinjamkan kepada
debitur dengan f{erlebih dahulu diadakan perjanjian diantara keduanya
mengenai hal pengembalian uang yang dipinjamkan tersebut dari piha
debitur kepada kreditur,

Berhutang  alau  meminjam  uang dalam prakieknya dimasukken
kedalam lingkup pinjam meminjam, lalu apakah sebenarnya pinjam
meminjam itu ? untuk dapat mengetti lebih lanjut tentang pengertian pinjam
meminjam, nerlu ditinjau lebih dahuly isi Pasal 1754 BW, bahwa | “Pinjam

meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

LSS
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memberikan kepada pihak yang lain suatu jumiah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
terakhir ini akan mengembalikan sejumlsh yang sama dari jenis dan muiu
yang sama puia”,

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima

pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan; dan jika barang itu

Dalam diatas sedikit

\ L e

banyak dapal €8 U N E g g u l A ign dengan fasilitas

: beri K ‘I;""'El | i -ri_n ".,-"'qll,l- 121 e L{l‘ / h
pemberian  kred\ W g=etiGeh: éuw' “fiinat secara utu
mengandung beba TR e I et tetticara kredit {ermasuk
juga membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu fasilitas pemberian

kredit adalah sebagai berikut :

2 Subekti.R.SH. Prof Ansks Perianian. P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985,
halaman 126.



a. Kepercayaeén. yaitu suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan
(berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali
dimasa terlentu dimasa yang akan datang.

b. Kesepakatan, antara si pemberi kredit (kreditun dan penerima kredit
(debifur). Kesepakalan ini diluangkan dalam sualu perjanjian dimana

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing.
€. Jangka wéldu, setig memiliki jangke wakiu
.,

pengembalian kredit yang

d. Ri / ; > 7 ‘e 1108 'ﬂ' fiyebabkan

menjadi

W

bunga dan biajg eomimistraciler: f
—

3. Subyek dan Cbyek Perjanjian Kredit
Pihak vang memberikan suatu fasilitas kredit kepada pihak lain disebut
pemberi kredit (kreditun, sedangkan pihak yang menerima pemberian kredit

disebut penerima kredit (debitun. kreditur dan debitur inilah yang menjadi

13 Kasmir SE.MM., Bank Dan Lembags Keuangan Lainnya, P.T.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000, halaman 94,
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subyek da!amls suatu perjanjian kredit. Pihak kreditur dapat berupa
perorangan atag&pun badan hukum, baik itu lembaga bank maupun lembaga
bukan bank, %iemikian juga pihak debifur dapal berupa perseorangan
ataupun suatu’ badan hukum, baik instansi pemerintah maupun instansi
swasta. Pihak Areditur dan dehitur mempunyai hak dan kewajiban masing-
masing, sehingga mereka dalam suaiu kedudukan merupakan pihak yang

berhak dan §dalan1 kedudukan vang lain merupakan pihak vyang
herkewajiban. l
Perkataan subyek kebalikan dengan perkataan obyek, kalau
subyek dalam isuatu perianjian disebutkan sebagsi crang atau suatu badan
hukum yang bertindek secara akiif, sedangkan obyek dalam suatu
perfanjian dapat diaikar sebagai sesualu yang diperiukan oleh subyek.
sehingga dapat dikataken bahwa obyek perjanjian adalah hai-hal vang
diwajibkan kebada pihak yang wajib memenuhi suatu perjanjian terhadap
mana pihak yéng lainnya mempunyai hak.
Dalam perjanjien kredit, maka yang menjadi obyek dari perjanjian
adalah segala” barang yang menurut sifeinya adalah dapat habis karena
pemakaian (Pasal 1754 B.Wj. Dalam istilah “verbruik-lening” yailu nama

dalam bahasa belanda untuk perjanjian pinjam meminjam, perkataan

‘verbruik" berasal dari kata “‘verbruiken” yang berarti menghabiskan.'?

" Subekti, Loc. Cif, halaman 126
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: 'Prinsip-prlnsif’a Dalam Pemberian Kredit
|

Pada um;umnya bank tidak akan begitu saja memberikan kredit kepada

calon nasabaﬁ debitur, dan biasanya ada kriteria penilaian yang ditetapkan

oleh bank terhadap para calon nasabah debitur. Hal tersebut dimaksudkan

agar bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan.

Uniuk menetapkan krileria iersebut dapat dilakukan penilaian dengan

analisis 5 C dan 7 P.

Tr

Adapun analisis 5 C adalah sebagai betikut :
Characfer merupakan sustu keyakinan dari pihak bank bahwa calon
penerima kredit benar-benar dapal dipercaya ;
Capacity adalah kemampuan yang dimililki oleh calon nasabah untuk
mengembalikan dana kredit
Capitai dimaksudkan untuk melihat penggunaan modal apakah modal
akan digunakan secara efektif atau tidak ;
Colleteral adalah jaminan apa yang akan diberikan oleh calon nasabah
kepada bank ;
Condition untuk mengetahui sejaub mana kondisi ekonomi calon
nasabah.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis 7 P, meliputi
Personality dilakukan untuk menilai nasabah dari segi kepribadiannya ;
Party bartujuan untuk mangklasifikasikan nasabah kedalam golongannya

herdasarkan modal, loyalitas dan karaldsmya ,
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c. Purpose u}ztuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan

jenis kredit vang diinginkan oleh nasabah ;

d. Prospect 1ésdalah tindakan menilai usaha nasabah dimasa yang akan
datang apékah menguniungkan atau tidak ;

e. Payment ;merupakan penilaian yang berkaitan dengan cara dan
kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana ;

f. Profitahiiity —menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari
keuntungan ;

g. Frotection bagaimana menjaga ager usaha dan jaminan tetap

mendapatkan perlindungan.'”

5. Fungsi dan Tujuan Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat berupa .

a. WMenjadi motivater dan dinamisater peningkatan kagiatan perdagangan
dan Perékonomian ; |

b. MNemperluas lapangan kerja bagi masyarakat ;

c. Memperléncar arus barang dan arus uang ;

d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CCl, dan lain-lain) ;

e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada ;

f.  Meningkatkan daya guna (ufifity) barang .

¢. Meningkatkan gairah usaha bagi masyarakat ;

h. Mengubah cara berfikir masyarakat unfuk beriindak iebih ekonomis.

S Kasmir Op.cit, halaman 104
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Adapun gujuan dari penvaiuran kredit adalah ¢
a. Me.mperc!@!ih pendabatan bank darti bunga kredit ;
b. Me!aksanalkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada ;
c. Meiaksanékan kegistan operasional bank ;
d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat ;
e. Memperiancar lalu lintas pembavaran ;

f. Meningkat:kan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.'®

6. Jenis-jenis Kredit
Kredit yvang diberikan kepada masyarakat, pada dasarnya ada
berbagai macam bentuk. Adapun dalem praktek Jenis-jenis kredit dapat
dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, adalah sebagai
berikut
a. Dilihat dari segi kegunaan
1. Kredil /nvestasi . biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan
usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau uniuk keperiuan
rehabifitasi.
2. Kredit Modal Kera : digunakan untuk keperluan meningkatkan
produksi dalam operacionalnya, seperti . membeli bahan baku,

membayar gaji pegawal,

'® Malayu S.P Hasibuan H.Drs., Dasar-Dasar Parbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001,
halaman 38.
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b. Dilihat dari seqi tujuan kredit

1.

S

Kredit | produktif . yaitu kredit vang digunakan untuk peningkatan

usaha latau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang
dah jas[a.

Kredit “ konsumtif . yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi
secara pribadi. Dalam kredit ini tidak zda pertambahan barang dan
jasa yéng dihasilkan, karena memang dipakai oleh seseorang atau

|
badan;I usaha. Misal : kredit perumahan, kredit mobil pribadi, dan lain-

lain.

. Kredit. perdagangan : vaitu kredit yang dipergunakan untuk

perdagangan, biasanya untuk membell barang dagangan yang
pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan

tersebut.

¢. Dilihat dari segl jangka waktu

1.

r

Kredit3 jangka pendek : msrupakan kredit yang memiliki jangka wakiu
kurang dari 1 (satu} fahun atau paling fama 1 (satu) tahun, biasanva
digunekan untuk keperluan modal kerja.

Kredil jangka menengah . Jangka wakiu kreditniya berkisar antara 1
(satu) tahun sampai 3 (liga) tahun, biasanya untuk investasi.

Kredit jangka panjang . merupakan kredit vang masa
pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waldiu

pengembaliannya diatas 3 (tigs) atau & (lima) tahun, Biasanya kredit



inl untuk investasi jangka panjeng seperti perkebunan karet, kelapa

sawit, panufaktur. ataupun kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

1.

Kredit ;dengan jaminan : Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan,
jaminah tersebul dapat berbentuk barang berwujud atau tidak
berwuiud atau jaminan orang. Arlinya setiap kredit yang dikeluarkan
akan ﬁiiindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

Kredit tanpa jaminan | merupakan kredit yang diberikan tanpe
jaminan barang atau erang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan
melihét prospek usaha dan cheracter serta foyalitas atau nama baik

sicalon debitur selama ini.

e. Dilihal daii seiior usaha

1.

Kredit pertanian | merupakan kredit vang dibiayai untuk sekior
perkebunan dan pertanian rakvat.

Kredit psternakan : dalam hal ini untuk jangka pendek misal : untuk
peternakan ayam, dan untuk jangke panjang seperti : untuk
peternakan kambing.

Kredit industri © yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah
ataupun industri besar.

Kredit pertambangan : jenis usaha tambang vyang dibiayainya
hiasanya dalam jangks panjang, seperli | tambang emas, minyak,

atau timah.



5. Kredit t pendidikan : merupakan kredit vang diberlkan untuk
membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula
berupa" kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit ;pfofesi : yaitu kredit yang diberikan kepada para professional
sepeit] : dosen, dokler, atau pengacara.

7. Kredit?perumahan : yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau

|

" .
pembelian rumah.'’

7. Komponen Yang Menentukan Bunga Kredit
Khusus uniuk menentukan besar kecilnva suku bunga kredit vang akan
diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen. Komponen-
komponen ini ada yang dapat diperkecil ada pulz yang tidak.
Adapun komponen-kempenen vang dimaksud dalam penenfuan suku
bunga, melipufi ;
1. Total biaya dana
Tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk
memperoleh dana melalut produk simpanan.
2. Laba (keuntungan)
berupa keuntungan yang diinginkan, Karena penentuan besar {aba, juga

sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

7 Kasmir, Op. Cif, halaman 88.
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|
3, Cadangan l’n’siko kredit macet

Mempakar"x cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena
|

suaty kre%iit yang diberikan adalah mengandung suatu risiko tidak

terbavar,

4, Biaya opefasi
Biaya ini; merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam
men_ialank?an operasinya. Biaya ini terdiri dari : biaya gaji, biava
administraffsi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biava lainnya.

5 Pajak

Yaitu paj:ak yang dibebankan oieh pemeriniah kepada bank yang
memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.
Sebagai contoh komponen dalam menentukan suku bunga kredit
adalah sebagai berikut :

- Total biaya dana rata-rata 14%,

- Laha yang diinginkan 5%
19%

- Cadengan resiko kredit macet 1%
20%

- Total biaya operasi 4%
24%

- Pajak 20% dari laba 1%

- Bunga kredil yeng diberikan (tofal) 25% ¢

'8 Kasmir, Op. Cif, halaman 124.
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8. Jenis-denis Pa’m bebanan Suku Bunga Kredit

Pembeba;nan besarnya suku bunga kredit, dibedakan kepada jenis
kreditnya. Per}lbebanan disini maksudnya metode perhitungan yang akan
digunakan, se;hingga mempengaruhi jumiah bunga vyang skan dibayar.
Jumliah bunga vang dibayar akan mempengaruhi jumiah angsuran
perbuiannya. Di mana jumlah angsuran terdiri dari hutang / pinjaman pokok

\

danbunga. |

Pada désamya, pinjam meminjam uang adalah persetujuan vang
berbeﬁtuk bebas, tapi walaupun persetujuan tersebut berbeniuk bebas,
terdapat juga pengecualian khusus mengenai ‘besarnya bunga” yang
diperjanjikan. ;Khusus mengenai besarya bunga yang diperjanjikan “harus
dinyatakan secara terlulis” (Pasal 1767 ayat (2) B.W). Bilamana bunga yang
dimaksudkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tidak ditegaskan
secara tertulis, maka bunga vang dapat diminta adalah bunga sebagaimana
ditetapkan menurut Undang-undang (Lembaran Negara 1848 nomor 22),
yaitu sebesar 6% per iahun. Jiks, dalam perjanjian tidek disebutkan
mengenai besarnya bunga yang harus dibayar, maka si penerima pinjaman
diwajibkan membayar bunga menurut Udang-undang, sebagaimana teruang
dalam Pasal 1768 B.W."*

Metode pembebanan bunga kredit yang mungkin dibebankan kepada

nasabah adalah sehagai berikut

19 Yahya Harahap M..SH., Sagi-segi Hukum Perjanjian, Alumni 1882 Bandung, Bandung,
1980, halaman 302.
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1.

Sliding rate

Pembebangn bunga setiap bulan dihitung darl sisa pinjamannya,
sehingga jumlah bunga yang dibayar oleh nasabah sefiap bulannya
menurun i:seiring dengan turunnya pokok pinjamén, akan tetapi
pembayaran pokek pinjaman sefiap bulannya sama. Angsuran nasabah
(pokok pinjaman dilambah dengan bunga} otomatis dari bulan ke bulan
semakin mjenurun. Jenis siiding rate ini biasanya diberikan kepada sektor
produktif, édengan maksud supaya nasabah merasa tidak terbebani
terhadap ;Sinjamannya.

Flaf rafe

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya,
demikian puié pokoK pinjaman setiap bulannya juga dibayar sama,
sehingga jumiah angsuran sefiap bulannya adalah sama sampai

angsuran tersebut selesai (lunas). Jenis flat rate ini diberikan kepada

- Kredit yang bersifat konsumtif, seperti : pembslian rumah tinggal,

pembelian mobil pribadi, atau kredit konsumtif lainnya.

Floatfng refe

Jenis ini membebankan bunga yang dikaitkan dengan bunga yang ada di
pasar uang, sehingga bunga yang akan dibayarkan sangat tergantung
pada bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga vyang
dibayarkan dapat lghih tinggi atau mungkin dapat igbih rendah dari bulan

sehelumnya. Yang pada akhirnya besar kecilnya tingkat suku bunga di

(5%}
)
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pasar uangidapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah angsuran yang
harus dibayfarkan pada bulan vang bersangkutan.*’
Contoh dan pe{i\ye!esaian soal :
PT.SUNGAIL!A+ telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank
Marras senilai Rp 60.000.000 -, Jangka wakiu kredit adalah 1 (satu) tahun
atau 12 {(dua j belas) bulan. Bunga dibebankan sebesar 24% setahun.
Disamping itu jé.xga PT.SUNGALIAT dikenakan biaya administrasi sebesar Rp
350.000 - kredjii tersebut dapat ditarik langsung sekaligus dati rekening
gironya.
Pembayaran angsuran dengan metode Sfiding rate. adalah sebagai berikut
“Dalam metode Sliding rafe, maka perhitungan jumlah bunga yang dibayar
didasarkan pada jumlan sisa pinjamannya. Oleh karena itu, jumiah bunga
yang dibayarkan setiap bulannyz semakin mengecil, sedangkan pokok
pinjaman tetap. Dengan semakin mengecilnya jumiah pokok pinjaman, maka
otomatis besar bunga yang dibayarkan akan semakin turun”.
Jawab :
Pokok Pinjaman {PJ setiap bulan adalah sama, yaitu :

Pi = Rp#60.000.000- = Rp 5.000.000-
12 bulan

Bunga = % bunda 1 {ahun X (sisa pinjaman
12 bulan

M ¢ asmir, Op. Cit, halaman 128



a. Angsuran bulan ke-1 adalah

- pokok p.inriaman = Rp 5.000.000 .-

- bunga = 24% x Rp 60.000.000 - = Rp 1.200.000,-
12 bulan +

Jumilah angsuran ke-1 = Rp 6.200.000,-

b. Angsuran:buian ke-2 adalah

- Pokok pinjaman = Rp 5.000.000 -

-bunga = 24% x Rp 55.000.000 = Rp 1.100.000-
i2bulan 00 e +

Jumiah angsuran ke-2 = Rp 6.100.000,-

Catatan :
Jumiah sebesar Rp 59.000.000.- (lima puluh lima juta) pada penghitungan
angsuran ke-2, berasal dari pinjaman yang berjumiah Rp 60.000.000,- {enam
puluh juta rupiah) dikurangl pokok pinjaman pertama vaitu sebesar
Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Demikian pula seterusnva untuk bunga bulan ke-3, ke-4 sampsi

bulan 12 perhitungan bunganya tetap dihitung dari sisa pinjamannya.



TABEL PERHITUNGAN KREDIT

Dengan Sliding Rsate

{dalam ribuan}

1‘

Bulan Sisa ‘pinjaman Pokok pinjaman Bunga Angsuran
1 55.000,- 5.000,- 1.200 - 6.200 -
2 50.000.- 5.000 - 1.100 - 6.100,-
3 45.000,- 5.000;- 1.000.- 6.000.-
4 4@.000,— 5.000 - 800 - 5.900 -
5 35.000,- 5.000 - 800 - 5.800 -
& 30.000- 5.000.- 700, 5700 -
7 25.000 - 5.000,- 600.- 5.600 -
8 20.000 - 5.000,- 500,- 5.500,-
9 15.000 - 5.000.- 400 - 5.400 -
10 10.000 - 5.000- 300, 5.300,-
11 5.000 - 5.000 - 200 - 5.200,-
12 0- 5.000 - 100, 5.100 -

Jumlah 60.000,- 7.800.- 67.800,-

Catatan :Dengan penghitungan pembayaran secara Sfiding Rate, besarmya
Pembayaran bunganya adalah sebesar Rp 7.800.000- (tujuh juta delapan

ratus ribu rupiah).®’

' Kasmir, Op.Cit, halaman 128
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gHASIﬂ PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Mandiri

Krisis ekonomi yang dialami _gleh negara Indonesia pada akhir tahun

Krisis yang ; ngakibatkan banyak

e
1.' 3‘{! ] Sr '.S u f_ A mempertahankan
| mﬂlw# | &atlrlieLoimola

dan lahir menjadi bank mandiri adalah :

a. PT. Bank Export Import (Persero), yang didirikkan dengan Undang-
undang nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Export Import Indonesia ;
b. PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero), dasar hukum pendiriannya

adalah Undang-undang nomor 21 Tahun 1960 (tentang Bank

T
p =}
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Pembangunfan indonesia, Bank Pembangunan Indonesia ini merupakan
|

kelanjutan q!ari Bank industri Negara (BIN) ;

PT. Bank bagang Megara (Persero), didirikan dengan Undang-undang
nomor 18 T'lahun 1968 tentang Bank Dagang Negars |

PT. Bank Bumi Daya {Persero), dasar hukum pendiriannys yaitu
Undang-undang nomor 16 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya.

Kemudian keempat bank tersebut, dengan berdasar pada Akta Merger

nomor 100 Tahun 1999, pada fanggal 24 juli 1999, vang dibuat dihadapan

notaris Tjipto, S.H.. di Jakarla, keempat bank tersebut tergabung ke dalam

safu bank dengan nama P.T. Bank Mandiri (Perssro) Tbk.

Prosadur pengajuan permohonan kredit pada Bank Mandiri

Sebelum memperoleh kredit dari bank kita harus melakukan beberapa

hal vang biasanya disebut dengan prosedur, adapun prosedur yang harus

ditakukan pada umumnya kelike kita hendak mengajukan kredit adalah

sebagai berikut :

a.

Para calon debitur yang ingin mengajukan permchonan kredit, datang
langsung ke kantor Bank Mandiri cabang terdekat melalui Refail Officer /
Sales Executive ! bagian kredit untuk mendapatkan penjelasan awal
mengenai segala hal vang berkaitan dengan kredit. Misal | mengenai
besarnya bunga yang dibebankan, jangka wakiu pengembalian kredit
yang ditawarkan. jenis agunan (jaminan) yang dapat diterima oleh bank,
besarnya angsuran vang dikenakan setiap bulannya, biaya lain-lain yang

dikenakan ;

40



b. Calon debit‘ur mengajukan aplikasi permohonan kredit sesuai dengan
jenis kredtl[t yang diinginkan, dengan dilampiri persyaratan vang
ditentukan joleh bank, yang antara lain . Fotocopy (Kariu Tanda
Penduduk,!%(artu Ke!uarga. Surat Nikah), fotocopy perijinan usaha
(seperti . Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP), Hinder
Ordonantief (HO) / Surat lzin Tempat Usaha (SITU), Akta Pendirian
Perusahaan dan Perubahannya, pengesahan Menteri Kehakiman den
diperlukan). fotccopy agunan (serifikat, zin Mendirikan Bangunan) dan
Surat Pe:ﬁbeﬁtahuan Pajak Tahunan-Paiak Buini dan Bangunan (SPPT-
FBB).

c. Secare umum Sural / Aplikasi permohonan kredit digjukan kepada
Kantor Cabang Bank Mandiri terdekat, vang nantinya akan diproses oleh

hagian kredit (Commercial atau Consumer Loan).

3. Agunan yang dapat diterima dan jenis-jenis kradlt yang ditawarkan oleh
Bank Mandiri
Agunan yang dapat diterima ada 2 (dua) macam yaitu agunan utama
dan agunan tambahan.
Agunan Utama, untuk kredit konsumtif adalah gaji, rumah tinggal
danfatau obyek yang dibiayai, sedangkan uniuk kredit komersial adalah

piutang dan persediaan (KM / Kredit Modal Kerja), serta obyek / proyek
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yang dibia}ai misal . mesin, peralatan, bangunan pabrik (KI / Kredit

|

Investasi). |

|
Agunan Tambahan adaleh rumah tinggal, baik untuk kredit konsumtif

maupun komersial.

Adapun agunan sebagai jaminan olgh bank harus  mamsnuhi

keteniuan sebagai berikut :

Berupa bangunan rumah atau ruko (rumah toko), apartement,
bersertiﬁkajt dengan status hak Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bagunan
(HGB) ;

Bernilai minimal Rp 50.000.000 - (ima puluh juts rupiah) ;

Memiliki Izin Mendirikan éangunan (IMB)

Lebar jalaﬁ di depan rumah Kurang lebih 4 (empat) meter ;

Bukan merupakan bagunan bersusunan lusuk sale, tidak berada di
daerah hijau, tidak berada di daerah banjir, tidak berada di bawsh
tegangan tinggi, lidak dalam sengketa.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan Bank Mandiri kepads

nasabahnya. ada dua jenis perama kredit komersial / produktif, seperti :

Kredit Investasi (Ki) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dan ke-2 kredit konsumtif.

Dalam penulisan hanya akan dibahas mengenai kredit konsumtif.

Untuk jenis kredit konsumtif, ada beberapa macam (bentuk), yaitu :

a. Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Graha Mandiri

KPR Graha Mandirl sdalah kredit kepemilikan rumah dari Bank

Mandiri yang diberikan Kepada perorangen untuk keperluan pembelian
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rumah baru:‘ maupun bekas atau untuk membeli rumah susun, ruko,
apartemen, "tiiang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang.
KPR i{Graha Mandiri tidak dapat digunakan untuk keperiuan
rehoveasi ruhah atau pembelian tanah Xaviing, Kkarena untuk keperluan
itu atau unﬁuk kepeiluan lainnya vang bukan pembslian rumah telah
disediakan jenis kredii yang lebih tepat yaitu Kredit Muitiguna Mandiri.
Ketenjtuan dan keterangan lebih lanjut mengenai KPR Graha

Mandiri daﬁat dijelaskan sebagai berikut :

1 Besamye kredit yang dapat diberikan untuk jenis kredit KPR Graha
Mandiri minimal sebesar Rp 25.000.000 - (dua puluh lima juta rupiah}
dan méksimal sebesar Rp 5.000.000.000 - (lima milyar rupiah) ;

2) Jangka wakiu pengembalian kredit disesuaikan dengan kemampuan
para caion debitur, namun jangka waktu tersecbut dibatasi hingga
batas waktu maksimum selara 15 (fima belas) tahun ;

3) Angsuran pada KPR Graha Mandiri adalah sebesar 40% (empat
puluh persen} dari penghasilan setelah dikurangi Kewajiban ;

4) Biava-biaya yang dikenakan untuk semusa jenis kredit yang diberikan
adaiah sama, meliputi
- provisi Kredit
- biaya administrasi

bhiaya lain-lain, seperti : notaris, faksasi agunan, asuransi.
5) Agunan yang dépat diterima untuk jenis kredit KPR Graha Mandiri ini

adalah :
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Run}wh toko (ruke) atau rumah diatas tanah dengan status hak
Hawj Milik (HM) atau Hak Guna Bagunan (HGB) ;

Ruqzah susun (rusun) atau apartemen atau satuan rumah susun
dia!gs tanah dengan status Hak Milik (HM) atau Hak Guna
Bangunan (HGE) ;

Apabila pembelian rumah aiau rumah susun atau apartemen dari
pen{gembang atau penjual lainnya yang memiliki sertifikat induk,
maka sertifikat yang dapat diterima sebagai bukti kepemilikan

.sah adalah sertifilkat yang telah di pecah dari serifikat induknya.

Syarat-syarat vang harus dipenuhi unfuk memperofeh kredit KPR

Graha Mandiri, adalah sebagai berikut :

1) Warga Negara Indonesia, minimal berumur 21 (dua puluh satu)

tahun, dan pada saat kredit lunas harus herusia maksimal :

54 (lima puluh empat) tahun atau usia masa persiapan pensiun,
untuk pegawai ;
60 (enam pulun) fahun, untuk wiraswasta atau kalangan

profesional, seperti : dokter, pengacara, dan lain-lain.

2) Memiliki pekerijaan dan penghasilan yang layak dengan Ketentuan,

sebagai berikut :

pegawai yang telah memiliki gaji tetap dan telah menjadi pegawai
tetap minimal selama 2 (dua) tahun ;
untuk para wiraswasta dan Kkalangan profesional, memiliki

penghasilan yang dapat diverifikasi.
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3) Menyera‘hkan dokumen-dokumen yang ditetapkan (baca : lampiran).

. Kredit Multigfuna Mandiri

Kreditf Multiguna Mandiri adalah kredit dari Bank Mandiri yang
diberikan Iiepada perorangan, unfuk keperluan konsumtif dengan
perﬁmbangén atas dasar penghasilan dan agunan kebendaan.

Kredigj Muitiguna Mandiri digunakan untuk berbagai macam
keperluan !;(onsumﬁf. antara lain : biava sekolah, biaya pengobatan di
Rumah Sakit; berlibur, biaya resepsi pernikahan, renovasi rumah, biaya
tagihan kaﬁu kredit, membeli perlengkapan rumah, dan berbagai jenis
kebutuhan lainnya.

Seperti halnya Kredit KPR Graha Mandiri, pada Kredit Multiguna
Mandiri juga ada beberapa ketentuan, sebagai berikut ;

1) Untuk besarnya kredit yang dapat diberikan pada jenis kredit
Multiguna Mandir, minimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar
rupiah} ;

2) Jangka wakiu pengembalian kredit disesuaikan dengan kemampuan
penerima kredit hingga maksimal 10 (sepuluh) tahun ;

3 Angsufan vang harus dibayarkan kepada bank setiap bulannya

sebesar 40% (empat puluh persen} dari penghasilan setelah

dikurangi kewajiban ;

pay
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4) Agunan 'yang dapat diterima untuk jenis kredit Multiguna Mandiri
adalah grumah atau rumah toko yang ditempati dan atas nama
pemoho}\ diatas tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.

5) Biaya—bi%ya vang dikenakan kepada penerima kredit, antara lain ;

- provisi kredit
- biaﬁa administrasi
- biayé lain-lain, seperti : notaris, faksasi agunan, asuransi sesuai
denigan tarif yang betlaku.
Syarét-syarat yang ditetapkan untuk mempercieh kredit Multiguna

Mandiri, adalah sebagai berikut :

1) Wargaj‘ Negara Indonesia, minimal berumur 21 tahun dan pada sast
kredit !Qnas berumur maksimal .

- 54 (lima puluh empat) tahun atau usia masa persiapan pensiun,
unfuk pegawai ,

- 60 (enam puluh) tahun, untuk wiraswasta atau kalangan profesi
seperti : dokier, pengacara, akuntan publik dan lain-fain.

2) Memiliki pekerjaan dengan hasil yang layak
- pegawai yang memiliki gaji tetap dan telah meﬁjadi pegawail tetap

selama minimal 2 (dua) tahun ;
- wiraswasta atau kalangan profesional yang memiliki penghasilan
yang dapat diverifikasi.

3} Menyerahkan dokumen-dokumen yang tetapkan (baca : lampiran).
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¢. Kredit Bebas; Agunan Mandiri

Kredit r‘Bebas Agunan Mandiri adalah kredit yang ditawarkan oleh

Bank Mand#ri untuk keperluan konsumtif yang dapat diberikan tanpa

jaminan atas dasar kepercayaan.

Syarqt-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit Bebas

Agunan Maﬁdiri., adalah sebagai berikut :

D

2)

3

4)

3)

Warga Negara Indonesia dan berdomisili di indonesia ;
Umur minimum 21 (dua puluh satt) tahun dan berumur maksimum
pada wéktu lunas 5% (lime puluh lima) tahun ;
Bekerja sebagai pegawal atau profesional, dengan ketentuan .
= Pegawai

- slatus adalah pegawai lelap ;

- masa kerja minimal 2 (dua) tahun ;
= Profesional

herpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun ;

Memiliki penghasilen perbulan minimal sebesar Rp 1.500.000- (satu
juta lima ratus ribu rupiahj ;
Untuk permohonan kredit diatas Rp 15.000.000- {ima belas juta
rupiah), harus memiliki 1 (satu) buah kartu kredit dengan kriteria
sebagai berikut :

jenis kartu kredit : Visa / Master / American express ;

- limit kartu kredit minimal Rp 5.000.000 - (lima juta rupiah) ;

oo
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telah}‘ menjadi pemegang kartu kredit selama minimal satu tahun
- tidagé pernah terlambat dalam melakukan pembayaran dalam 3
(tigau)i bulan terakhir ;
6) Melenglgapi dokumen-dokumen vyang telah ditetapkan (bacav :
lampiran).

Untuk jenis kredit Bebas Agunan Mandiri, pada saat penelitian dan
pada saat ékripsi ini disusun, kredit tersebut belum disosialisasikan, hal
tersebut berkaitan dengan berbagai pertimbangan dari pihak bank,
diantaranya mengingat risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

. Kredit Mitra Karya Mandiri

Kredit Mitra Karya Mandiri adalah kredit dari Bank Mandiri yang
diberikan kepada pegawal negeri sualu instansi pemerintah atau
perusahaan untuk keperiuan konsumtif.

Mitra Karya Mandiri dapat dipergunakan untuk seluruh keperluan
konsumtif yang tidak berentangan dengan peraturan umum vyang
berlaku, séperﬁ - biaya sekolah, berobat di Rumah Sakit, berlibur, biaya
resepsi pernikahan, renovasi rumah dan keperluan konsumtif lainnya.

Mereka yang berhak mendapatkan mitra karya mandiri adalah
mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri pada instansi pemerintah
atau perusahaan dan berpenghasilan tetap.

Ketentuan yang harus diperhatikan untuk jenis kredit Mitra Karya

Mandiri, adalah :
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1) Besarnya kredit yang diberikan minimal sebesar Rp 5.000.000 - (lima

2)

3

4)

juta rupi#h) dan maksimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima

juta rupia;h) ;

¥ Jandka waktu peminjaman maksimal selama 35 (lima) tahun ;

> Besémya angsuran adalah 40% (empat puluh persen) dari
penghasilan setelah dikurangi kewajiban ;

» Cara pengembalian Mitra Karya Mandiri, diangsur setiap bulan
(terdiri dari angsuran pokok dan bunga) dengan mendebet
secara otomatis rekening tabungan ;

¥ Biaya-biaya lain yang dikenakan meliputi :

- provisi kredit
- biaya administrasi
- biaya asuransi, dan biaya-biaya lain.

Sumber pelunasan adalah penghasilan bersih dan hak-hak lain yang

diterima pegawai yang wajib disalurkan melalui rekening tabungan

Mandiri‘;

Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dokumen-dokumen lain

yang ditetapkan ; (haca : lampiran).

Permohonan kredit tidak dapat diajukan secara langsung, karena

harus melalui pimpinan tempat para penerima kredit bekerja, dan

diajukan berkelompok secara kofekfif minimal 25 (dua puiuh lima)

orang.
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4. Hak dan Kewajiéan Debitur dan Kreditur

!
Adapun dapat diuraikan secara lebih jelas dan rinci, bahwa hak-hak

dan kewajiban—k"éwajiban masing-masing pihak antara &reditur dan debitur

adalah sehagai Seriku :

a. Hak-hak bank menurut ketentuan Pasal 13 ketentuan umum petjanjian

kredit konsumtif Bank Nandiri

1)

3)

9

Untuk kepentingannya sendiri bank (iredifuny bherhak untuk
menyimpan atau tidak mengembalikan kepada debitur akta-akta dan
perjanjién-perjanjian dan / atau surat-surat lain yang berhubungan
dengan :perjanjian yang dibuat ;

Bank berhak mengslinkan hak-haknya dalam pefjanjian kepada
pihak ke liga, balk secara subrogatie maupun cessie, hal mana yang
telah diketahui dan disetujui cleh debifur dengan menandatangani
perjanjian kredit yang dimaksud, sehingga pemberitahuan alau
persetujuan lebih lanjut tidak diperiukan ;

Apabila debifur memiliki simpanan dalam bentuk apapun pada bank,

maka dalam hal debitur berada dalam keadaan lalai, debifur dengan

_ini memberikan hak den kuasa kepada bank untuk mengambil dana

dari simpanan tersebut untuk meiunasi jumiah pinjaman yang
terhutang ;

Bank berhak mempertimbangkan kembali pinjaman  yang
dipinjamkan kepada debitur, tetapl tidek terbatas untuk membatalken

perjenjian yang dibuat, apabila berdasar hasil hasil pemeriksaan
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bank, defbitur telah melakuken penyimpangan atau dana diberikan

berdasar&i’(an perjanjian yang dibuat bertentangan dengan maksud
|

dan tujuajn yang telah ditetapkan di dalam perjanjian, dan keadaan

tersebut dianggap sebagal keadaan lalai.

b. Kewajiban bank

0.

2)

3}

memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin mengajukan
permoho{nan kredit ;

mencairkan dana kredit yang telah disetujui dalam waktu vang telah
ditentukén;

mengembalikan surat-surat atau akta-akia atas kebendaan yang
dijadikan jaminan oleh debifur, kepada dabitur setelah debitur

melaksanakan selurub kewsjibannya secara penuh atas pembayaran

angsuran kredit.

¢. Hak-hak depifur

1

debitur‘berhak atas pencairan dana kredit yang telah disetujui ;

2) debitur berhak alas pengembalian surat-suraf aiau skla-akia atas

kebendaan atau rumah yang dijadikan jaminan, setelah debifur

melunasi seluruh pinjaman atau kewajibannya kepada kreditur,

d. Kewajiban debitur

1) membayar angsuran kepada bank pada tanggal vang telah

ditentukan dalam perjanjian ;

2) membayar bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran.
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5. Permasalahan ygang sering terjadl dalam pelaksanaan perjanjian kredit

dan cara penyeélesaiannya

!
a. Wanprestasi

Keadaan wanprestasi ditandai dengan adanya pernyataan lalai,

yang terlebih dahuly ada peringatan (somafie) mengenai kapan

selambai-!ambatnya debitur harus memenuhi kewajibannya kepada

kreditur, dengan diabaikannya peringatan tersebut debifur baru bisa
|

dinyatakan lalai dan telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang

telah diper}énjikan. Sedangkan yang dimaksud keadaan lalai oleh Bank

Mandiri daiém perianjian kredit, adalah :

1.
2.

-(,.Y’l

jika debitar membayar kurang dari jumiah yang telah ditentukan ;
keadaan keuangan dan kemampuan membayar debitur berkurang
sedemikian rupa, sehingga bank beranggapan bahwa debifur sudah
tidak mampu lagi membayar hutangnya ;

debitur jatuh pailit ,

. jika seluruh alau sebagian agunan (jaminan) debifur disita oleh

instansi yang beraenang ;

apablia debifur berhenti bekerja atau diberhentikan dari tempat
kerjanya, yang menyebabkan debifur dalam keadaan tidak
berpenghasilan tetap.

Atas keadaan diatas akan dilakukan pembertitahuan sebanyak 3

(tiga) kali berurut-turut, untuk kemudian dalam 45 (empat puluh lima)

hari, 60 (enam puluh) hari, dan 80 (sembilan puluh} hari terhitung sejak

tn
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keijadian ters;ebu!. maka bank berhak untuk secara seketika mengakhiri
perjanjian d:!an debitur tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh
pinjaman yan‘g terhutang.

Sanks§; adalah akibat hukum yang timbul kerena seseorang tidak
melakukan ;suatu kewajiban, sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan, Berdasar pada apa yang teiah disepakati bersama dalam
suatu perjanjian.

Persyaratan umum peyjanjian kredit Bank Mandiri, dalam kaitannya
dengan dunia perbankan khususnya dalam hal kredit, apabila debitur
tidak dapat, membayar atau terlambat membayar, mengenai apa yang
seharusnya dibayarkan kepada bank (kredifur) pada wakiu yang sudah
ditentukan, maka debitur harus membayar suaty denda untuk setiap
bulannya sebesar 2% (dua persen) diatas tingkat bunga kredit pertahun
dari jumiah angsuran yang tertunggak, yang dimaksud keterlambatan
tersebut adelah :

a. Apabila dehbifur terlambat membayar angsuran dari batas waktu yang
telah ditentukan ;

b. Apabila sampal batas wakiu yang ielah ditentukan membayar
angsurfan kurang dari jumlah yang telah ditentukan.

Denda tersebut diatas dapat ditarik secara seketika dan sekaligus
dan dalam hal lewatnya jangka wakiu yang ditetapkan dalam petjanjian,

sudah merupakan bukli akan lalainya debitur (peminjam) sehingga tidak

)
")



periu dilakuk}'an peneguran / surat lain sejenisnya sebagai bukti atas
keterlambataéw tersebut,

Bank b;e,rhak mengubah besar denda dari waktu ke wakiu atas
kebijaksanaan bank sendiri, perubahan-perubahan mana tersebut akan
diberitahukaﬁ secara terlulis kepada debifur setelah diberlakukannya
perubahan b‘esamya denda tersebut.

. Qvermacht “

Keadaan memaksa (overmacht) merupakan suatu keadaan yang
tidak diharapkan yang terjadi pades waldu yang tidak fertentu, seperti :
bencana aiarn (banjir, {anah longsor}. kebakaran dan lain-fain.

Dengan teijadinya keadaan tersebut, maka debifur sebagaimana
dirumuskan oleh Undang-undang dibebaskan untuk mengganti biaya,
rugi dan bunga. Lain helnya dengan keadaan wanprestasi yang terjadi
karena faktor manusia, keadaan overmacht biasanya terjadi karena
faktor alam atau faktor lainnya dimana keadaan tersebut terjadinya diluar
kekuasaan para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Dalarﬁ hal terjadinya overmachf, karena setiap kredit yang
diberikan kepada debitur-nya selalu dijamin dengan asuransi jiwa kredit,
maka pihak bank sebagai kreditur tidak akan mengalami kerugian,
dengan dibayamya sejumiah premi oleh debitur kepada perusahaan
asuransi yéng menjadi rekanan bank, maka bank akan mendapatkan
penggantian kerugian atas suatu peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan

para pihak (debitur dan Areditun.
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Namung, penggantian atas terjadinya suatu kerugian vang tidak
diharapkan %ersebut, tidak semudah vang dibayangkan karena Vpihak
asuransi akajn menyelidiki terlehih dahulu sejauh mana keadaan tersebut
dapat !erjaéi. untuk menghindari tidak tergantinya kerugian yang
mungkin diderita oleh bank, maka bank dalem hal ini bank telah
melakukan énﬁsipasﬁ dengan tidak menerima suatu obyek jaminan kredit
yang terleta_k di daerah banijir, obyek yang berada di bawah tegangan
tinggi, obyek vang terletak di daerah vang rawan longsor dan lain
sebagainya.j Dengan adanya antisipasi tersebut maka keadaan
memaksa ciapat dihindari sedemikian rupa. namun keadaan bencana
atam merupakan faktor alam yang terjadinya tidak dapat dihindari secara
maksimal.
i\ﬁeninggalénya debitur __ sebelum perjanjian  kredit yang
diselengga{rakannya berakthir,

Dalam hal meninggalnya debifur dalam suatu perjanjian kredit
sebelum perjanjian kredit yang diselenggarakannya berakhir, maka
fasilitas krgdit secara otomatis akan lunas, karena ditutup (dicover) oleh
asuransi jiwa kredi,

Ada fbeberapa ketentuan berkaitan dengan meninggalnya debitur
sebelum ﬁer}anjian kredit yang diselenggarakennya berakhir. Hal itu
didasarkan pada besarnya pertanggungan yang dibsbankan pada

debitur.

()
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Untuk énendapatkan fasilitas kredit dari Bank Manditi sebelumnya
para calon fnasabah debitur diharuskan memiliki penghasilan tetap
minimal sebfesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), jika tidak dapat
mencapai jtjm!ah tersebut, ada kemungkinan lain jika lIsteri / suami
pemohon krjedi! bekerja dan memiliki penghasilan dan jika digabung
penghasiian“j antara keduanya mencapai jumiah Rp 2.000.000 - (dua juta
rupiahy, kargéna besarnya gaji tersebut merupakan salah satu faklior yang

menen{ukan hesarnya plefond kredit yvang akan dibetikan kepada calon

nasabah debitur.

Dari getentuan diatas ada beberapa keientuan, berkaitan dengan
meninggalnﬁra debitur sebelum perjanjian Kredit yang
diselenggafakannya barakhir, sebagai beriku! .

1. Kredit yang didasarkan pada 2 (dua) penghasilan, maka dalam
pelaksénaannya akan ada suatu bentuk pembagian pertanggungan.
misal : isteri menanggung kredit sebesar 40% (empat puluh persen)
dan suami menanggung sebesar 60% (enam puluh persen} dari
jumiahjkredit yang diberikan bank.

2. Kredi!y yang didasarkan pada 1 (satu) penghasilan, maka debifur
menaﬁggung secara penuh sebesar 100% (seratus persen) dari
jumtah kredit yang diberikan bank.

Berkaitan dengan risiko meninggalnya debitur ssbelum perjanjian

kredit yang diselenggarakannya berakhir, atau risiko lainnya yang dapat
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merugikan b:ennk, maka dalam hal ini bank bekerjasama dengan suatu

perusahaan afasuransi .

Asuran;::,i menurut ketentuan Pasal 24€ Kilab Undang-undang
Hukum Dagang (KUHD} adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang pefnanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,
dengan ménerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu Kerugian., kerusakan atau kehilangan
keuntunganf yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena
suatu peristiwa yang tidak terlentu.

Hal mengenai asuransi, selanjufnya diatur dalam peraturan
tersendiri ygitu Undang-undang nomor 2 Tahun 1252 tentang asuransi.

Dalam peraluran tentang persyaratar umum perjanjien kredit Bank
Mandiri Pa§ai 10, diatur mengenal asuransi dan kewajiban bagi debitur
unfuk mengasuransikan diri (iiwvanya), dengan keientuan
1) Peminjém atas biavanya sendiri wajib untuk mengasuransikan

jiwanyg% berdasar suaiu pofis asuransi jiwa unfuk jumiah minimum
sebesar 100% {(seratus persen) dari jumlah pinjaman yang telah
diberikan kepada peminjam (debitur).

2) Asuraqsi tersebut harus ditutup oleh suatu perusahaan asuransi yang
telah fnenjadi rekanan bank, dengan mencantumkan banker's clause
atas bfaya peminiam (debitur), akan tetapi untuk kepentingan bank.

3) Apabile persyaratan yang ditetapkan dalam angka 1 tidak dipenuhi

dalam waktu yang ditetapkan oleh bank, bank berhak membayar

e
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jumlah—ju:fnlah yang jatuh tempo atau mengadakan asuransi sendiri
atas bebajn peminjam.

Dengar§ adanya kerjasama dengan perusahaan asuransi, maka
pihak bank s;kan terhindar dati terjadinya resiko yang tidak tertentu, yang
mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Dengap mendasarkan pada penjeiasan awal mengenai pembagian
pertanggung‘én, akibat hukum dari meninggalnya debifur sebelum
| perjanjian Kredit vang diselenggarakannya berakhir dapat dijelaskan,
sebagai berikut :

a. Jika kredit tersebut tidak diasuransikan, maka seluruh hutang dan
kewsjiban debifur, yang timbul berdasarkan perjanjian atau hutang-
hutang ;iang timbui dikemudian hari, baik yang dibuat secara notaril
maupun dibawah tangan oleh debitur kepada bank, merupakan
hutang ‘dan kewajiban dari para ahli waris dan terhadap hutang dan
kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para
ahli waris debifur.

b. Jika kredit tersebut diasuransikan, maka kemungkinan sebagian atau
keselufuhan kewajiban dari debitur yang belum terbayar dapat
ditutupf oleh perusahaan asuransi yang menjadi rekanan bank. ada 2
(dua) kemungkinan penutupan kerugian bank oleh pihak asuransi :

1) Ap“abi!a kredit yang diperoleh, didasarkan pada tanggungan 2
(dﬁa) penghasilen, maka disini akan ada suatu bentuk

pembagian pertanggungan sesuai dengan yang telah disepakati



dalam? perjanjian. Misal @ isteri menanggung 40% (empat puluh
perseﬁ) dan suami nienanggung sebesar 60% (enam puluh
perse;n) dari jumiah kredit yang diterima. Dalam hal suami
menir;ggal dunia, maka tanggungan suami sebesar 60% dari
keseluruhan kredit yang belum terbayar akan ditanggung
(ditutup) oleh pihak asuransi. Demikian juga sebaliknya, jika isteri
yanq meninggal dunia, maka pihak asuransi akan menutup
tangbungan isteri sebesar 40% dari keseluruhan kredit vang
belum terbayar. Dengan ditutupnya sebagian hutang debitur oleh
pihak asuransi, maka secara otomatis jumiah hutang debitur
menjadi berkurang karenanya, untuk sisa hutang yang helum
ieri;ayar dapat dilakukan pembaharuan hutang, menurul
ketentuan yang berlaku, berikut besarnya angsuran yang harus
dibéyar debitur setelah adanya pembaharuan hutang (novatie).

2) Apebila kredit yang diperoleh didasarkan pada tanggungan 1
(satu) penghasilan, dengan telah ferlebih dahulu membayar
sejumlah premi yang ditetapkan. Dalam hal debifur meninggal
dunia, maka sisa pinjaman akan ditutup pihak asuransi sebhesar
100% (seratus Persen) dari seluruh sisa kredit yang belum
terbayar.

Asuransi yang diwajibkan terhadap debifur yang mengambil kredit

pada Bank Mendiri, ada 2 (dua) jenis asuransi, yailu .

tn
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- Asuransi Jiwa
Yaitu asu}ansi yang menyangkut jiwa atau diri debitur:
- Asuransi f‘%ebakaran
Yaitu as;sransi vang ditujukan Qntuk menutuip Kerugian bank, bila
terjadi kebakaran atas rumah, rumah toko, apartemen, rumah susun,

yang menjadi jaminan kredi.

B. ANALISA DATA

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyaiurkan kembali dana

yang ade kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk iainnya untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup msyarakat.

Dalam melak#anakan fungsi dan tugasnya, bank tidak dapat terlepas dari
kehidupan negara dan kehidupan masyarakai. Dikatakan demikian, pertama
bahwa bank-bank yang ada dan beroperasi tersebut didirikan dengan
menggunakan peraturan perundang-undangan vang dibuat oleh pemerintah, dan
sebagian dana yang ada pada bank berasal dari alokasi dana pemerintah, kedua
bahwa dalam kaitahnya dengan kehidupan masyarakat sebagian dana vang ada
pada bank berasal dari masyarakat, dan dana yang ada pada bank tersebut agar
produklif sebagiaﬁ juga disalurken kepada masyarakal dalam berbagai bentuk
diantaranya kredit.

Balam keitannya dengan penyelenggaraan perjanjian kredit, perjanjian

kredit yang dibuat pada dasarnya dibuat dengan mengacu pada ketentuan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan umum petjanjian
l

kredit yang ditetapkap oleh bank yang hersangkutan.

Dilihat dari bé‘:ntuknya, perjanjian Kkredit merupakan .perjanjian standar,
yang format (bentuk) dan isinva dibuat sedemikian rupa, diseéuaikan dengan
keperluan dan digaﬁdakan dalam jumlah yang tidek terbatas, untuk ditawarken
kepada konsumen, tanpa membedakan kondisi dan Keadaan Konsumen.
Perjanjian (kontrak}f standar kredit pada dasarnya sama dengan kontrak biasa,
akan tetapi sebagaian persyaratan yang ada sudah disfandarisir tetlebit dahuly
sebelum digunakan dalam suatu transaksi.

Agunan yang dapat diterima oleh Bank Mandiri adalah tertentu, artinya
tidak semua jenis agunan yang diajukan sebagai penjamin suatu kredit dapai
diterima. Hal ini dimaksudkan agar kredit yang diberikan Kepada nasahah
debiturnya benar-benar terjamin pengembaliannya. Apabila dikemudian hari
ferjadi kredit bermasalah, maka bank akan terhindar dari kerugian akibat tidak
terjaminnya pengembalian kredit. Dengan adanya agunan, maka bank dapaf
membebankan piutangnya yang belum terbayar dengan menjual di muka umum
barang yang dijadikan jaminan Kredit tersebut.

Dalam kaitannya dengan hambatan yang sering tetjadi dalam pelaksanaan
perjanjian kredit, seperti terjadinya wanprestasi, overmachf meninggalnya
debifur sebelum perganjian kredit vang diselenggarakannya berakhir atau karena
seba-sebab lainnya yang mengakibatkan keadaan tidak terbayarnya suatu

kredit, maka bank dalam hal ini mengadakan kerjasama dengan perusahaan

asuransi, dan mewajibkan Kkepada setiap nasabah debiturnya untuk
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mengasuransikan kr‘{editnya dengan membayar suatu premi kepada perusahaan
asuransi yang meniadi rekanan bank. Dengan demikian, maka kerugian yang
mungkin diderita o!gieh bank karena suatu keadaan yang tidak diinginkan yang
terjadi dimasa yané akan datang secara otomatis akan ditutup (dicover) oleh
perusahaan asuransi.

Untuk mengakhiri perjanjian, para pihak yang terkaif sepakat untuk
menyelesaikannya ; secara keketuargéan, sehingga untuk menghentikan
pemberian fasilitas kredit, tidak diperlukan suatu keputusan atau ketetapan

apapun dari instansi pengadilan yang berwenang.

(=
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BAB IV

PENUTUP

!

Dari hasil penelitian, selama beberapa waktu pada Bank Mandiri Kantor
Cabang Hub.Pahlawan di Semarang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
dan saran, sebagai beﬁkut :

A. KESIMPULAN |
1. Prosedur pen§ajuan permohonan kredit pada PT. Bank Mandiri (persero)

Thk, adalah sébagai berikut :

a. Calon debitur vang hendak mengajukan permofonan kredit datang ke
Kantor Cébang Bank Mandiri terdekat melalui Refail Officer / Sales
Execufive {bagian kredit) uniuk mendapatkan penjelasan awal mengenai
kredit.

b. Mengajuken aplikasi permohonan kredit dilengkapi dengan svarat-syarat
yang ditentukan oleh Bank Mandiri.

c. Aplikasi ﬁermohonan kredit iersebut diserahkan kembali kepada Kantor
Cabang Bank Mandifi lerdekat, yang nantinya aplikasi permohonan
kredit tersebul akan diproses oleh bagian kredit (Commercial atau
Consumer Loan).

2. Agunan yang dapat diterima dan jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh

Bank Mandiri adalah sebhagai berikut :

a. Agunan yang dapat dilerima dapat berupa rumah, rumah toko (ruko)

ataupun apartemen dengan ketentuan : bersertifikat Hak Guna
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Bangunan ajtau Hak Milik, rumah dalam kondisi ditempati, lebar jalan

minimal 4 (empat) meter, tidak dalam sengketa, tidak berada di bawah

tegangan tinbgi, tidak berada di daerah banijir, dan lain-lain.

b. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan Bank Mandiri ada 2 (dua) vaitu :
pertama kredit konsumtif terdiri daii ; Multiguna Mandiri, KPR Graha
Mandiri, Mitrakarya Mandiri, Bebas Agunan Mandiri) dan kedua kredit
komersial terdiri dari ; Kredit Investasi (Ki) dan Kredit Modai Kerja (KMK).

3. Hak dan kewsajiban debifur dan Areditur dalam perjanjian kredit pada

PT. Bank Mandiri (persero) Thk, sebagai berikut :

a. Hak-hak bank
o Bank berhak untuk menyimpan atau tidak mengembaliken kepada

dehitur akta-akla dan petjanjian-petjanjian dan / atau surat-surat lain
yang berhubungan dengan perjanijian yang dibuat ;

o Bank berhak mengalihkan hak-haknya dalam perjanjian kepada
pihak ketiga, baik secara subrogatie maupun cessie.

O Apabila debifur memiliki simpanan dalam bentuk apapun pada bank,
maka dalam hal debifur berada dalam keadaan lalai, bank berhak
dan bekuasa untuk mendambil dana dari simpanan lersebul uniuk
melunasi jumiah pinjaman yang terhutang ;

o Bank berhak mempertimbangkan kembali pinjaman yang

dipinjamkan kepada debifur,

¢4
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b. Kewajiban bank

]

!
memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin mengajukan

permoho%an kredit ;

mencairkan dana kredit yang telah disetujui dalam waktu yang telah
ditentukan ;

mengembalikan suraf-surat atau akia-akia atas kebendaan yang
dijadikan jaminan oleh debhifur, kepada debitur setelah debitur

melaksanakan seluruh kewajibannya secara penuh atas pembayaran

angsuran kredit.

¢. Hak-hak debifur

]

]

debitur berhak atas pencairan dane kradit yang telah disetujui ;
debitur berhak atas pengembalian surat-surat atau akia-akia atas
kebendaan atau rumah yang dijadikan jaminan, setelah debitur

melunasi seluruh pinjaman atau kewajibannva kepada kreditur,

d. Kewajiban debitur

a

membayar angsuran kepada bank pada tanggal yang telah

ditentukan dalam perjanjian ;

O membayar bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran.

. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dan

cara penyelesaiannya, adalah sebagai berikut :

(=)
L ]



a. Wanprestasi |
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Jika'terjadi #»'anpmsfasi, maka bank sebagai Aredifur atas kekuasaan
yang dimilikihya dapat mengalihkan tagihannya kepada pihak ketiga,
haik secara éuf:rogat!e maupun cessie.

b. Overmacht
Dalam hal ﬁerjadinya overmacht. karena suatu kredit yang diberikan
selalu dijamin dengan asuransi, maka kerugian yang diderita pihak bank
selaku kxed}fur akan dicover oleh perusahaan asuransi yang menjadi
rekanan bank.

¢. Meninggalnya debitur sebelum perjanjian kredit yang
diselenggarekannya berakhir.
Apabila debitur meninggal dunia, maka fasilitas kredit secara otomatis
akan lunas, karena ditutup (dicover] oleh perusahaan asuransi yang
menjadi rekanan bank, mungkin lunas sebagian atau lunas secara
keseluruhan, tergantung pada petjanjian peranggungan vang dibuat

dalam perjanjian kredit

B. SARAN-SARAN

1.

Agar Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga pelayanan terhadap
masyarakat yang bergerak di bidang keuangan, felap mempertahankan
kualitas pelayanan yang sudah ada selama ini, hal itu tentunya akan
meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Mandiri.

Agar Bank Mandiri sebagai salah satu bank swasta terbesar di indonesia,

dapat menunjukkan keperduliannya terhadap dunia pendidikan di Indonesia
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khususnya. Denfgan cara memberi bea siswe bagi para pelajar Indonesia
yang kurang mafmpu‘ tapi memiliki prestasi yang baik, yang kelak diharapkan
dapat membaw];a kebanggaan dan turut serta memajukan bangsa dan
negara !ndonesié.

Agar Bank Martfdiri mengupayakan pengadaan fasilitas kredit dengan tingkat

suku bunga rendah, yang diperuntukan bagi para pengusaha kecil.

\
i
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PERJANJIAN KREDIT GRAHA MANDIRI
Nomor : .../000/PK-GM/2003

Perjanjian Kredit Graha Mandiri ini (untuk selanjutnya disebuity “Perjanjian” dibuat
dan ditandatangani pada hari ini , tanggal ( ).

-leh dan antara :

PT BANK MANDIRI (PERSERO) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini
diwakili oleh ..... selaku Kepala Cabang, berdasarkan surat kuasa direksi Nomor
103 tertanggal 28-07-2003, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama
PT. Bank Mandiri (Persero); selanjutnya disebut “BANK”

Tuan ... pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor bertempat
tinggal di .., dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri (DEBITUR yang
tersangkutan, para ahli waris, para penerima dan/atau pengganti haknya
selanjutnya disebut “DEBITUR"), dan untuk melakukan membuat Perjanjian serta
melaksanakan semua kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini. -----------=----

DEBITUR telah memperoleh persetujuan dari isteri DEBITUR, yakni Ny.

Sertempat tinggal di ...., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ...... yang

nadir dan turut serta menandatangani Perjanjian Kredit ini sebagai bukti
oersetujuannya.

Tuan ....., pemegang kartu penduduk Nomor - bertempat tinggal di ....
=alam hal ini bertindak untuk diri sendiri (para ahli waris, para penerima dan/atau
oengganti haknya selanjutnya disebut “PENJAMIN"

————— 0 - -

=== oihak tersebut di atas sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-

{1

Sahwa debitur dengan suratnya No. tal. bermaksud untuk
—endapatkan suatu kredit dari BANK yang diperlukan oleh DEBITUR untuk
D=mbelian suatu bangunan rumah di atas sebidang tanah.

=znwa BANK telah menyetujui permohonan DEBITUR tersebut, dengan syarat
==n ketentuan sebagaimana tertuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan
«~edit (SPPK) Nomor tanggal yang telah disetujui oleh
—=BITUR sebagaimana mestinya, sepanjang tidak bertentangan dengan
s+=tentuan hukum, norma kesusilaan dan keputusan.

S pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan menyatakan
V= setuju, sepakat dan mengikatkan diri untuk perjanjian ini dengan syarat-syarat
Ws~ «etentuan sebagai berikut : ,



a. Jumlah kredit sebesar Rp. ....... (v Rupiah) selanjutnya disebut “Kredit
Pokok"
b. Kredit tersebut diberikan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun atau 96
(sembilanpuluh enam) bulan terhitung sejak saat penandatanganan Perjanjian
ini
c. Pembayaran kembali dilakukan melalui 96 (sembilanpuluh enam) angsuran
yang dibayarkan setiap bulan. Besar angsuran perbulan Rp 0000000
(cveeerernnneenns rupiah) dan harus dibayar selambat-lambatnya pada setiap tanggal
4 (empat) setiap bulannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam jadwal
pembayaran krdit yang dikeluarkan oleh BANK kepada DEBITUR. Pembayaran
angsuran pertama dimulai sejak satu bulan setelah ditandatanganinya
Perjanjian ini. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai
berubahnya besar bunga Kredit.

Qo

Bunga atas Kredit Pokok adalah :

19 % (sembilanbelas pesrsen) efektif per tahun. BANK berhak untuk mengubah
suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan intern BANK. BANK akan
memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada DEBITUR setelah
dilakukannya perubahan suku bunga tersebut oleh BANK.
Biaya provisi kredit sebesar 1 % (satu persen) dari Kredit Pokok.
Biaya administrasi sebesar Rp 250.000,00 (duaratus limapuluhribu rupiah) -----
Biaya-biaya lain meliputi biaya notaris, asuransi dan taksasi agunan. ---------—---
Biaya provisi, biaya adminstrasi dan biaya lain-lain tersebut harus dibayar tunai
selambat-lambatnya sebelum penandatanganan Perjanjian yang tidak dapat
ditarik kembali oleh DEBITUR karena sebab atau dalam keadaan
bagaimanapun juga.

w
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——=: kredit yang diperoleh DEBITUR dari BANK, DEBITUR/PENJAMIN setuju,
=="s=dia dan dengan ini memberikan Agunan kebendaan kepada BANK berupa Hak
T =mpgungan atas :

==—wdang tanah SHM No. .... atas nama ........ terletak di Propinsi kelurahan meliputi
=== seluas ...M2 seperti diuraikan dalam gambar situasi tertanggal — tertanggal ---
==zutnya disebut “Tanah"), berikut bangunan seluas ...M2, didirikan berdasarkan
<= ljin Mendirikan Bangunan, tertanggal 00-00-1996 Nomor 000/0007/97
==anjutnya disebut “Bangunan”) yang sedang dalam proses permohonan balik nama
== adiatasnama........ atau isteri. -----eeeeoo-

Tiz=- dan Bangunan tersebut setempat dikenal dengan nama Perumahan ........
<===njutya di sebut “Bangunan”) -------=----



Pilihan dan Domisili Hukum

a.

b.

Perjanjian ini pelaksanaannya tunuk kepada dan diatur oleh Hukum Negara
Republik Indonesia.
Mengenai pelaksanaan Perjanjian ini maupun segala akibat hukumnya
DEBITUR maupun BANK sepakat untuk memilih yurisdiksi di Pengadilan
Negeri yang berwenag sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR dengan tidak
mengurangi hak BANK untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR
melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik
Indonesia atau menyerahkan penyelesaian kredit DEBITUR melalui
PUPN/BUPLN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk
melaksanaan Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada seluruh ketentuan-
ketentuan dan Syarat-Syarat Perjanjian sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini
yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak tersebut di atas dalam
rangkap dua di atas materai cukup dan ditandatangani oleh para pihak-pihak
tersebut di atas pada tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal
Perjanjian ini.

DEBITUR PENJAMIN BANK

ceee

PT BANK Mandiri (Persero)

..................................................

Kepala Cabang

Suami / Isteri DEBITUR,

............................

(%}



FORMULIR PERMOHONAN MULTIGUNA MANDIRI

Source Cods

“ehvon diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak dan melampirkan data-data yang dibutuhkan:

PERMOHONAN PINJAMAN/KREDIT

~iar: kredit yang dimokon: Rp

ez Aandin

Jangka waktu bulan Jeris agunan

DATA PRIBADI

anz _ergrac (1euai KTP):

Jenis kelamin E=P

> (TelbinThn) b S
L G Kawin Belum Kawin Cerai  ; Level Pendidikan: $3/52 Sl Diploma SLTA SLTP sD Lainny:
anar ~aman exaeng (lengkap): RT RW
= Kode Pos (wajib diisi): Tlp. Rumah: HP:
ST < Sendiri Sewa/kontrak Kredit Orang Tua Instansi lainnya ; Sedang dijaminkan kepada Lainnya
o nn bln ; Nama gadis ibu kandung (wajib diisi)
- Alamat e-mail:
s orrCucm Femohon
m o e zama XTP): Jumlah tanggungan anak
Sovs (TgibiarThn) : ; allit i
sz w—w—ec— ~ong biso dihubungi (yong tidak serumah)
e Jenis kelamin L P
W e Crang tua Saudara kandung Anak Saudara kandung dari orang tua Lainnya ; No. HP:
=T ey (engkap): RT RW
. Kode Pos (wajib diisi): Tlp, Rumah; Tlp. Kantor:

DATA PEKERJAAN
Calon Pemohon
e

oo TeTEsok nama gedung):

Kode Pos (wajib diisi);

Ext
T Mulai bekerja thn.
= Dept./Bag. -
W =Tk perusahaan sebelumnya) thn bin
R =S thn ; Usia pensiun perusahaan: thn
—
“h
— B
T Pegawai negeri Kary. BUMN Kary. swasta
T Wiraswasta Profesional

e - e an (perusahaan, jabatan & lama bekerja):

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Hak Milik diatas HM/HGB
Artas nama:
e Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Hak Milik diaas HM/HGB
Artas nama:

+ mua buah agunan.

DATA AGUNAN

DATA PEKERJAAN
Suamifistri Calon Pemohon

Nama perusahaan:

Alamat perusahaan (termasuk nama gedung):

Kota: Kode Pos (waijib diisi):

Tlp.: Ext:

Faks:

Bidang usaha: Mulai bekerja thn.
Jabatan: Dept./Bag.

Total masa bekerja (termasuk perusahaan sebelumnya) thn bin
Usia MPP perusahaan: thn ; Usia pensiun perusahaan: thn
Nama atasan

langsung & jabatan:

o e

Jenis pekerjaan/profesi. fﬁf:::xa:;gen g:c'v-ftsiﬂt:r’::N Kary. swast

Pengalaman kerja di tempat lain (perusahaan, jabatan & lama bekerja):
.

2

Sert. Induk Tgl. berakhir Hak (Tgl/BIn/Thn):

Nilal/Harga
Rp

Luas Tanah (m2): Luas bangunar (m2):

Sert. Induk Tgl. berakhir Hak (Tgl/BIn/Thn):

Nilai/Harga
Rp

Luas Tanah (m2): Luas bangunan (m2):

AT g et i e et $7e



DATA AKTiVA (Kekayaan)

ktiva Lancar
Simpanan(tabungan/deposito/giro) Nama Bank/Lembaga Keuangan Nilai/Nominal

anah & Bangunan

=i L. Tanah(m2) L. Bangunan(m2) Status Sertifikat Atas Nama Nilai
ssdaroan

ek Tahun  Atas Nama Nilai

DATA HUTANGI/PINJAMAN

mrran (termasuk kartu kredit)  Plafon/Limit Kredic Jk. Waktu Outstanding (sisa kredit)  jth. Tempo (Bin/Thn) Kreditur Agunan
Rp juta bin Rp juta
Rp juta bin" Rp juta
Rp juta bln Rp juta

DATA PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PER BULAN
=~ Fendopatan Per Bulan Keterangan
==iar Pemchon Rp

wemzsi.n istri/suami pemohon Rp
g==zsiar hin (yang dapat diverifikasi) Rp
Rp

== ==ncapamn per bulan (A)
rWrﬂn Per Bulan

= mswa'pemeliharaan rumah Rp

. ROUD Rp

=== pmaman/kartu kredit Rp

=p=—oran hin-lain Rp

==-e=ngebaran per bulan Rp : (B)
—seumazazan per bulan Rp (= A-B)

== zmmrzan sejak tahun: Kepemilikan Rekening: Giro Tabungan Deposito Kredit Karw Kredit Lainnya
e 2
- mmeges cac/informasl sara dokimen-dokuman yang Vi RIS RS IS ST Tanda tangan istri/suami pemohon Tanda tangan pemohon

s meesceon kredi menyatalan sebagal benkut
. weormas dalam formulic aplikasi ini telah saya isi dengan lengiap dan sebenar-benarnya.
S ervOerian pertetujuan dan kuasa kepada PT. Bank Mandiri (Perserc) untuk memperoleh
wemr.  zx- zumber manapun dan dengan cara yang dianggap layak cleh PT. Bank Meterai Rp 6.000.-
rwororar mya dietujui, saya akan tunduk dan terikat pada ketentuan dan sparat-syarat yang
e meer ¥ Bank Mandiri (Persero). — G R (LT e
W ~tmmme— Feriero) berhak untuk menolik permohonan saya dengan tnpa kewajiban untuk Mima Nama
- = o 5 Tanggal: Tangzal
e vary telah diserahkan melalui Bank Mandiri (Persero) tidak akan saya arik kembali



Dokumen yang harus dilengkapi untuk Permohonan Kredit

KPR Graha Mandiri

-~ Jenis Dokumen

e L ._‘1;‘.-. S
Pegawal Wiraswasta Profesi

Né.

I.| KTP pemohon & suamifistri . . .

2. | Surat nikah/cerai - . . .

(bagi yang telah menikah/cerui)
3. | Kartu Kelu-arga . . .

4. | Surat ketemﬁgan ganti nama . . .
(bagi VWWNI keturunan)

5. | Rekening koran/tabungan . .

3 bulan terakhir
6. | NPWP ) :

7. | Aslislip gaji terakhir/surat .

keterangan penghasilan **)
8. | Surat keterangan lamanya bekerja .
dan jabatan terakhir dari perusahaan/
Copy SK Pengangkatan Pegawai

9. | SPT Pajak | (satu tahun terakhir) . .

10.| Neraca & laba rugi/informasi . .

keuangan terakhir

[1.| Akte perusahaan, TDP dan SIUP .
12.] ljin-ijin praktek profesi .
13.| Dokumen kepemilikan agunan . . .

+ SHM/SHGB, IMB & PBB
« Surat Pemesanan Pembelian/SPP
(untuk pembelian dari developer

yang telah bekerja sama dengan

k Bank Mandiri) J

*  Untuk permohonan kredit sama atau lebih besar dari Rp 50 juta wajib melampirkan NPWP kecuali
ditentukan lain secara tertulis oleh kantor Bank Indonesia setempat.

(]



BANK MANDIES,

PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA
- Nomor : -UNG/003/PK-MG/2003

Pada hari ini Selasa, tanggal sebelas Februari duaributiga (11-02-2003), yang bertanda tangan

di bawah ini :

L

Para pihak tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

PT BANK MANDIRI (PERSERO) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang
didirikan berdasarkan hukum ncgara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olch
Muljono sclaku Kepala Cabang, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT.
Bank Mandiri (Persero); sclanjutnya disebut

BANK. —
bertempat tinggal di
Ungaran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor , yang untuk melakukan
tindakan hukumnya ini telah memperoleh persetujuan dani selaku isten,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor dengan  surat  persctujuan
tertanggal dibuat di bawah tangan bermaterai cukup/yang untuk itu turet serla
menandatangani Perjanjian Kredit ini *), yang untuk selanjutnya disebut :
DEBITUR.

*) pilih salah satu sesuai kondisi pada saal penandatangan PK

1. ‘Bahwa atas permohonan DEBITUR, BANK telah menyetujui untuk memberikar Kredit

“Multi Guna” kepada DEBITUR scbesar Rp. ( ) Jp—

2. Bahwa persetujuan BANK terscbut telah diberitahul:an kepada dan disetujui puia oleh

DEBITUR terbukti dengan DEBITUR telah membubushkan tandatangan pada tndasan
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomo: UNG/603/PK-NMG/2003 tanggal 11-
02-2003 (sclanjutnya disebut Syarat Umum), di atas materai secukupnya.

3. Bahwa scbagai pemenuhan persyaratan atas persetujuan kredit fersebut di atas, DEBITUR

telah menyerahkan sebagaimana BANK telah menerimanya yaitu :

1). DBukti asli pemilikan agunan berupa : .-
‘Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.
, SIINM No. ‘Ungaran a.n. .

2). Menyetorkan sejumlah uang pada rekening Tabungan Mandini untuk keperluan - ------

a. Membayar Provisi sebesar 1,5 % (satu, limapuluh persen)) dari pagu kredit yang
tidak dapat ditarik kembali ("non refundable”) oleh DEBITUR dengan alasan atau
sebab apapun juga, termasuk tidak terbatas pada- alasan atau sebab bcxupa
pembatalan atau dibatalkannya pemberian kredit berdasarkan "PK Multi Guna™”. -
Beaya administrasi sebesar Rp 200.000,- (Duaratusribu Rupiah)
Beaya Materai
Cadangan biaya pemasangan Hak Tanggungan atas agunan
Cadangan biaya premi asuransi agunan dan asuransi jiwa

s

¢ oo

. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) . % %)L
J1.Jerid. Gatde Subroto No. 671 E - F Ungaran 50511, Telp.: (024) 6924296,6921989 Fax.: (024) 6924295



3. Menyerabkan -Surat. Ruasa kepada BANK di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu
rupiah) untuk memblokir dan mencairkan dana DEBFTUR i Rekening, Tabungan
Mandirt, untuk membayar biaya tersebut pada butir 2 di atag, =-=--emememrmmmem e e

4) Lain-lain persyaratan sesuai kebutuhan/jenis kreditnya

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas para pihak dengan ini sepakat untuk
membuat/menandatangani Pegjanjian Kredit “Multi Guna” Nomor UNG/003/PK/Z003 1
(selanjutnya cukup disebut “PK Multi Guna”) dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat syarat
$ebagal DEITKUL 1 =mmmmmme e oo

PASAL 1
Berlakunya SPPK dan Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank

1. Ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat dalam SPPK dan Syarat Umum berdaku dan
menjadi bagian tidak terpisahkan dengan “PK Mulii Guna™.

1o

Apabila  di dalam  Perjanjian Kredit ini beserta addendum-addendumnyiierdapat
ketentuan-ketentuan yang berlainan dard dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
di dalam Syarat Umum tersebut, maka ketentuan-ketentuan Khusus di dalam Perjanjian
Kredit beserta addendum-addendumnya yang berdaku.

Namun demikian ketentuan-ketentuan Khusus di dalam Pesjanjian Kredit ini beserta addendum-
addendumnya tidak akan mengurangi atau membatasi wewenang BANK untik melaksanakan
ketentuan-ketentuan sanksi dan semua hak-hak BANK vang tercantum  dalam Syarat Umum
Perjanjian Kredit Bank tersebut. e s e s on e

PASAT 2
Kredin Multt Guna

BANK memberikan kredit jangka pendek bersifat Aflopend Plafond kepada DEBITUR dengan
ketentuan :

1. Limit kredit sebesar Rp (Enampuluhjuta Rupiah).

2. Jangka waktu kredit 4 (empat) tahun atau 48 (empatpuluh delapan) bulan terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kredit

3. Suku bunga 19.00 % (sembilanbelas persen) per tahun efektit

4. Tujuan penggunaan kredit : Keperluan Konsumtif
5. DEBITUR wajib membayar angsuran pokok dan bunga scbesar Rp. ,- per bulan.
6. Besarnya denda yang dikenakan untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban serta

ongkos-ongkos yang dibayar lebih dahulu oleh Bank yvang scharusnya merupakan beban
debitur dikenakan sebesar 2.00 % p.a.

7. a. Besarnya Bunga dan Denda tersebut pada ayat (3) dan ayat (6) pasal ini dapat ditinjau
kembali dan diubah oleh BANK setiap waktu, dengan alasan atau sebab apapun juga
cukup dengan pemberitahuan secara tertulis olch BANK kepada DEBITIIR dan
merupakan bukli yang mullak dan miengikat bagi DEBITUR dan penanggung

hutangnya. % :




2. a. Pengikatan agunan terscbut pada ayat 1 di atas dilakukan scsuai dengan kewentuan
Undang-undang  Hak  Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 berikut peraturan
pelaksanaannya dan Ketentuan Fiduciare Eigendom Overdrasht (FEQ)Undang-undang
No 42 tahun 1999, tentang fiduCia. =mmemmmeme e el

b. Guna terjaminnya kelancaran pembayaran angsuran. DEBITUR menyerahkans Surat
Kuasa kepacda Bendahara Instansi Debitur untuk melakukan pemotongan gaji setiap
bulan sebesar angsuran kredit yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 5 Perjanjian Kredit ini
serta disetujui oleh Bandahara yang bersangkutan.

3. Berdasarkan “PK Multi Guna”, DEBITUR memberi kuasa kepada BANK, yang tidak dapat
dicabut kembali dan/atau gugur dengan alasan/sebab apapun juga, untuk sewakiu-waktu
mencairkan/menjual/mengeksekusi  jaminan/agunan tersebut dalam avat ( 1) pasal ini,
dengan cara dan harga yang dianggap baik olch BANK, dan menggunakan hasilnya untuk
melunasi segala kewajiban DEBITUR kepada BANK, apabila DEBITUR melalaikan satu
atay lebih ketentuan syarat di dalam SPPK dan/atau “PK Multi Guna™.

PASAL 4
Asuransi Agunan

1. Sclama kredit berlangsung, agunan yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan olch
DEBITUR dengan syarat “banker’s clause” untuk kepentingan BANK. pada perusahaan
asuransi dan melalui broker asuransi yang disctujui oleh BANK, dengan penutupan asuransi
dan nilai pertanggungan yang disctujui/ditetapkan BANK. :

2. Premi asuransi agunan harus dibayar sekaligus sclurubnya oich DEBITUR minimil uniuk
* jangka waktu penutupan asuransi selama 1 (satu) fahun pertama.

Pembayaran premi asuransi tersebut dilaksanakan melalui BANK, yang dananya telah
dicadangkan dan dapat diambil dani Rekening Tabungan Manditi DEBITUR pada BANK. -

3. Berdasarkan “PK Multi Guna”, DEBITUR memberi Kuasa sepenulmya kepada BANK
untuk menyisihkan dan/atau menahan dana DEBITUR di Rekening Tabungan Mandiri
sampai scjumlah premi asuransi yang harus dibayar DEBITUR scbagaimana maksud ayat
(2) pasal ini serta untuk penutupan asuransi berikutnya, guna dibayar oleh BANK kepada
perusahaan asuransi yang bersangkutan, atas nama DEBITUR.

PASAL 5
Penarikan Kredit

Kredit dapat ditarik oleh DEBITUR sampai dengan batas limit terscbut pada ayat 1 pasal 2
perjanjian ini setelah akta pengikatan agunan/sarana pengikatan ditandatangani. ---e-n=eesmmeenmes

PASAIL 6
Syarat-syaral Lain/Tambahan

1. DEBITUR Wajib menjalankan aktivitas keuangan di Kantor RANK Cabang Ungaran
serta memberi hak kepada BANK untuk sewaktu-wakiu wembebani iekeining tersebut
terhadap segala kewajiban yang telah jatuh waktu tetapi belum/tidak dibavar,----=--esene--

2. Mengijinkan petugas BANK maupun petugas pemeriksa Bank [ndonesia untuk sswaktu-
waktu mengadakan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha serta administrasi pembukuzn ---

i



b. Bunga dan Denda tetap  dibitung, danvatau tctap  dikenakan oich  i3ANK kepada
DEBITUR, sekalipun jangka waktu kredit telah berakhir atau kredit telah dinyatakan
“Jatuh waktu” sebagaimana diatur dalam ayal (2) pusal 2 dan ayat (10) pasal 2 “PK
Multi Guna” akan tetapi DEBITUR belum melunasi scluruh kewajiban Lreditnva
kepada DANK. mmmmemmees oo

8. a. Biaya‘ongkos berkaitan dengan “PE Multi Guna”, langsung atau tidak langsung,
dengan nama atau scbutan apapun juga, menjadi beban dan harus dibayar oleh
DEBITUR  kepadamelalui BANK, yang besarnva  dan  tatacara nembayarannya
ditciapkan oleh BANK.

0. Apabila biaya/ongkos yang telah dibayar olch DEBITUR kepadivmelalui BANK
ternyata menurut  perhitungan  BANK  terdapat selisih  kurang, DEBITUR wajib
membayar kekurangan dimaksud segera setelah ditagih oleh BANK.

¢. Apabila biaya/ongkos telah dibayar kepadamelalui BANK terdapat selisib lebih,
DEBITUR dapat menarik selisih lebih dimaksud dari BANK.

9. Tanggal penarikan kredit oleh DEBITUR ditetapkan berdasarkan tanggal penundabbukuan
dana kredit olch BANK ke dalum rehening DEBITUR.

10.a. Apabila DEBITUR mclalaikan dan‘atau tidak melaksanakan satu atau Iebik hetentuan
dan syarat dalam SPPK dan/atau Syarat Umum dan/ataw PR Multi Guna™. dengan
alasan atau sebab apapun juga, terutama apabila DEBITUR selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tidak membayar kewajiban bunga dan/atau pokok kredit dalam jumliah
dan pada waktu yang telah ditetapkan dalam “PK. Multi Guna”, maka ketentuan jangka
wakiu pembayaran kembali seluruh kredil yang ielah ditetapkan dalam ayat (2) pasal
ini, berhak dikesampingkan oleh BANK dan BANK berhak menvatakan kredit “jatuh
waktu scketika® (dengan atau tanpa memberi peringatan torlebih  dahulu kepada
DEBITUR), dan seluruh kewajiban kredit wajib dilunasi oleh DEBITUR pada han
dan/atau tanggal yang ditentukan olch BANK di dalam surat pemyataan jatuh waktu
seketika, yang disampaikan oleh BANK kepada DEBITUR.

b. BANK berhak, berdasarkan pernyataan jatuh waktu seketika terscbut pada ayat ini,
melakukan langkah-langkah penagihan sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.." ----

PASAL 3
Agunan

1. Untuk kelancaran pembayaran kembali kredit berdasarkan “PK Multi Guna®, BANK
memperoleh agunan berupa *) :

Barang tidak bergerak/barang-barang bergerak, dengan memperhatikan maksud dad Pasal
1131, Pasal 1132, Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW dengan rincian
sebagai berikut :

1. Tanah : Darat
Sertifikat : SHM No. ‘Ungaran a.n.
Lokasialamat : .
Luas tanah : M2
Bangunan : Rumah
Luas : M2 -

. )
MB B - 770 Tu



3. Pagu Kredit schesar Rp. ( 5 merupakan  pagu
maksimal yang, diberikan BANK.

) PASAL 7
Komunikasi dan Tempat Kedudukan Hukum

1. Semua komunikasi s¢hubungan “PK Multi Guna” akan dilakukan sccara tertulis dan
apabila perlu dapat dengan pengiriman surat tercatat atau dengan surat kawat, fassimile
atau dengan telex dengan menggunakan alamat-alamat di bawah ini :

Untuk DEBITUR :
Alamal surat

Telephon

Untuk BANK : PT BANK MANDIRI (PERSERO)
Cabang Spoke

Alamat surat : JI. Jend. Gatot Subroto 671 E-F, Ungaran

‘T'elepon :

Facsimile

Telex .

2. Terhadap scgala akibat hukum berdasarkan “PK Multi Guna®, kedua belah pihak memilih
tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitia Tlrusan
Piutang NegaraBadan Urusan Piutang Negara (PUPN/BUPLN) danfatau di Kepaaitcraan
Pengadilan Negert Kabupaten Semarang. ™)

*) sesuai kedudukan kantor cabang

PASAL 8
Pengganti dan Penerima Hak

“PK Multi Guna” juga berlaku bagi mereka yang menggantikan, meneruskan atau menerima
segala hak dan/atau kewajiban BANK alau DEBITUR,

- Demikian, Perjanjian Kredit ini ditandatangani di Ungaran dan dibuat dalam rangkap 2 (dua),
yang disimpan oleh masing-masing pihak.

DEBITUR, PI'. Bank Mandin (Persero)
Cabang Ungaran

Mterai Rp 6.00.-

Kepala Cabang



FORMULIR PERMOHONAN KPR GRAHA MANDIRI

Direct Sales Code

Source Code

-hon diisi lengkap, dengan menggunakan huruf ce(ak dan melampirkan data-data yang dibutuhkan:

 PERMOHONAN PINJAMANI/KREDIT

ntah kredit yang dimohon: Rp Jangka waktu tahun bulan Jenis agunan rumah
a/harga pembelian: Rp Dana sendiri
sTa developer: Tlp. HP:

DATA PRIBADI

ama Lengiap (sesual KTP): Jenis kelamin L P
<. KTE 4 (T:; EII:}‘{'Ln) / / KTPs;:—laku
s periawinan: Kawin Belum Kawin Cerai  ; Level Pendidikan: $3/52 Sl Diploma SLTA sLTP SD Lainnya
= rurah sekarang (lengkap): RT RW
o= Kode Pos (wajib diisi): Tlp. Rumah: HP:
=pemitian rumah: Sendiri Sewa/kontrak Kredit Orang Tua Instansi lainnya ; Sedang dijaminkan kepada
ITe Tiereap: thn bin; Nama gadis ibu kandung (wajib diisi)
::.:i Alamat e-mail:
smz ==iSuami Pemohon
= s=asami (sesuai KTP): Jumlah tanggungan anak
- Tgllahir ! ! KTP berlaku
(T ) sid:
sz a=perfuan mendadak (keluarga dekat yang tidak serumah)
= g Jenis kelamin L P
SurEsT EERArga Orang ua Saudara kandung Anak Saudara kandung dari orang tua Lainnya ; No. HP:
== —urmah sekarang (lengkap): AT RW
= Kode Pos (wajib diisi): Tlp. Rumah: Tlp. Kantor:

=

Kode area wajid dicantumkan

e memmress & 323 50 i-uu
DATA PEKERJAAN , : " DATA PEKERJAAN :
Calon Pemohon v Suami/istri Calon Pemohon' e S
Nama perusahaan:

ar= ==-szhaan:

Z=r z=usahaan (termasuk nama gedung): Alamag perusahaan (termasuk nama gedung):

Kode Pos (wajio diisi):

= Kode Pos (wajib diisi): Kota:

= Exu Tlp.: Ext:

- Faks:

Ry o Mulai bekerja thn. Bidang usaha: Mulai bekerja thn.
=S Dept/Bag. Jabatan: Dept/Bag.

R wmam pekerja (termasuk perusahaan sebelumnya) thn bln Total masa bekerja (termasuk perusahaan sebelumnya) thn blr
Wz == perusahaan thn ; Usia pensiun perusahaan: thn Usia MPP perusahaan: thn ; Usia pensiun perusahaan: thi
e MNama atasan

Saguuy & @cann: langsung & jabatan:

_—— )} e il .

g e=rfa di tempat lain (perusahaan, jabatan & lama bekerja): Pengalaman kerja di tempat lain (perusahaan, jabatan & lama bekerja):

~

I
2

~
~

DATA AGUNAN ATAU OBJEK YANG DIBIAYAI

| ————r bangunan)

s

Noauc SHGB Hak Milik o e QS Sert Induk*) : Tl berakhir Hak (Tgl/BIn/Thn):

N Atas nama: N“‘i:;‘:"z‘

\ T Luas Tanah (m2): Luas bangunan {m2):

\N_.._.s-. Bank Mand
nmemdmlopecfwngemumnhh memiliki kerja sama dengan Bank Mandiri. o, L0 I



. Aktiva Lancar
Jenis Simpanan(tabungan/deposito/giro) Nama Bank/Lembaga Keuangan Nilai/Nominal

2. Tanah & Bangunan
‘Lokasi L. Tanah(m2) L. Bangunan(m2) Status Sertifikac Atas Nama Nilai

3. Kendaraan

Jenis/merek . Tahun  Atas Nama Nilai
. DATA HUTANG/PINJAMAN 0 :
Jenis Pinjaman (termasuk kartu kredit)  Plafon/Limit Kredit Jk. Wakw Qutstanding (sisa kredit) Tempo (Bin'Thn) Kreditur Agunan
Rp juta bin Rp juta
Rp juta bIn.Rp juta
Rp juta bin Rp juta
‘DATA PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PER BUI:AN et :.
Sumber Pendapatan Per Bulan Keterangan .
|. Penghasilan Pemohon Rp
2. Penghasilan istri/suami pemohon Rp
3. Penghasilan lain (yang dapat diverifikasi) Rp
Total pendapatan per bulan Rp (A)
Sumber Pengeluaran Per Bulen
4. Biaya sewa/pemeliharaan rumah Rp
5. Biaya hidup Rp
6. Angsuran pinjaman/kartu kredit Rp
7. Pengeluaran lain-lain Rp
Total pengeluaran per bulan Rp (B)
Sisa pendapatan per bulan Rp (= A-B)

. \ .
HUBUNGAN DENGAN BANK MANDIRI (Khusus untuk Nasabah.Bank Mandiri) *

Menjadi nasabah sejak tahun: Kepemilikan Rekening: Giro Tabungan Deposito Kredit Kartu Kredit Lair

No. rekening:

Sehubungan denan datafinformasi serta dok dok yang saya berikan tersebut di awas, dengan

Inl saya selaku pemohon kredit menyatakan sebagal berikut

|. Bahwa semua informasi dalam formulir aplikasi ini telah saya isi dengan lengkap dan sebenar-benarnya.

1 Dengan ini saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT. Bank Mandiri (Persero) untwk memperoleh
referensi dari sumber manapun dan dengan cara yang dianggap biyak oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

3. Apabila permohonan saya disetujul, saya akan wnduk dan terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang
dikeharian oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

4.PT. Bank Mandiri (Persero) berhak untuk menolak permohonan saya dengan tnpa kewajiban untwk
menunjuidan alasan-alasannya Nama Nama

5. Semua dokumen yang telah diserahkan dan biaya penilaian agunan yang telah disetor melalul PT. Bank
Mandiri (Persero) tidak akan saya tarik kembali

Tanda tangan istri/suami pemohon Tanda wzngan pemohon

Meterai Rp 6.000.-

Tanggal: Tanggal




Dokumen yang harus dilengkapl untuk Permohonan Kredit

Multiguna Mandiri

’

: je_';;'-uis Dokumen i l?egaﬁai- Wiéés\y#sfé Pa.-'éf.e..sf‘
I. | KTP pemohon & suamilistri . . .
2. | Surat nikah/cerai . . .
(bagi yang telah menikah/cerai) . . .
3. | Kartu Keluarga : . . .
4. | Surat kererangan ganti nama . . .

(bagi WNI keturunan)
5. ] Rekening koran/tabungan . . .
3 bulan terakhir

6. | NPWP

7. | Aslislip gaji terakhir/surac —
Ketsrangan penghastin =)

8./| Surat keterangan lamanya bekerjau .

dan jabatan terakhir dari perusahaan/
Copy SK Pengangkatan Pegawai
9. | SPT Pajak | (satu tahun terakhir) . .

10.| Neraca & laba rugi/informasi . .

keuangan terakhir

12| ljin-ijin praktek profesi £k

13.| Dokumen keper.nili-kan agunan ' . . .

aiasihans pemotion SHILYSHIGE

>

4 SR P

7 .IHQ&P.BB
\i] tEer

*) Unwk permohonan kredit orang pribadi dibawah Rp 50 juta tidak perlu melampirkan NPWP.
**) Untuk pegawal swasta, surat keterangan penghasilan dan surat keterangan lamanya bekerja serta
jabatan terakhir dari perusahaan dapat disampalkan dalam satu surat keterangan.



Dokumen yang harus dilengkapi untuk Permohcnan Kredit

Bebas Agunan Mandiri

Dokumen yang harus dllengkapl

Jenis Dokumen : '_ : -'»Ashl thocopy
g Fotocopy

2 Shp Gajl a) Asli

: rat Keterangan lamanya bekefja dar:p:l)‘:l ahaana) S Asli
4 Surat ijin praktek/ profesi (khusus untuk profesional) Fotocopy
Rék_éning Tabungan/ Girc'> 3 bulan terakhir by Fotocopy
6 Kartu Kredit (depan belakang) ©) Fotocopy

Bl '_':::-;.‘;Taglhan Kartu Kredit 3 bulan terakh:r ; Asli/ Salinan

\ 8 NPWP d) e Fotocopy

“a) -Untuk pegawai swasta, slip gaji dan surat keterangan lamanya bekerja dari perusahaan

i dapat digabung.

?:,f‘..Untuk pegawai Bank Mandiri, surat keterangan lamanya beker]a dapat diganti dengan
surat Offering Letter (Penawaran Kerja) Bank Mandiri.

b). Rekening yang digunakan untuk menampung Penghasilan.

¢) Untuk permohonan kredit dlatas Rp.. 15.000.000,-

d) Untuk permohonan kredit sama atau lebih besar dari Rp 50 juta wajib melampirkan NPWP

kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh kantor Bank Indonesia setempat.




PERJANJIAN KREDIT
No.: ...£000 /PK-MK/2003

Perjanjian Kredit Mitrakarya ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini hari ,
tanggal ( ;» oleh dan antara :

1.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh ... selaku Spoke Manager, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; selanjutnya disebut “BANK".

Tuan ..., bertempat tinggél di ...., pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ..., dalam hal ini bertindak untuk diri sendir,
(PEMINJAM yang bersangkutan, para ahli waris, para penerima dan atau pengganti haknya selanjutnya disebut
“PEMINJAM”) dan untuk membuat perjanjian ini serta melaksanakan semua kewajiban PEMINJAM berdasarkan perjanjian
ini.

PEMINJAM telah memperoleh persetujuan dari suami/isteri PEMINJAM, yakni ..., bertempat tinggal di ..., pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor .... yang hadir dan turut menandatangani perjanjian ini sebagai bukti persetujuannya (bagi yang
telah menikah)

Para pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa PEMINJAM dengan suratnya nomor - tanggal - bermaksud untuk mendapatkan suatu pinjaman dari BANK
yang diperiukan cleh PEMINJAM untuk keperluan yang bersifat konsumtif:

- Bahwa BANK telah menyetujui permohonan PEMINJAM tersebut, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang
dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor -Ung/000/2003 tanggal yang telah disctujui
oleh PEMINJAM sebagaimana mestinya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan
dan kepatutan.

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan telah seluju, sepakat dan mengikatkan
diri untuk Perjanjian Kredit ini dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut :

L

Pinjaman :
a.  Jumlah kredit maksimum Rp. 25.000.000,- ( Duapuluhlimajuta rupiah) (selanjutnya disebut “Pinjaman Pokok”) ;

b. Pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu bulan terhitung sejak saat penandatanganan
Perjanjian ini sampai dengan tanggal
c. Pembayaran kembali dilakukan sebanyak 60 (Tigapuluhenam) angsuran yang dibayarkan setiap bulan

d. Besar angsuran per bulan Rp. (Sembilanratusribulimaratusiimapuluhtiga rupiah) dan harus dibayar selambat-
lambatnya pada seliap tanggal = (Enambelas) untuk tiap bulan sebagaimana yang telzh ditentukan dalam jadwal
pembayaran Pinjaman yang dikeluarkan oleh BANK kepada PEMINJAM, pembayaran angsuran pertama dimulai sejak
satu bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya
Bunga Pinjaman.

e. Pembayaran angsuran dilakukan dengan pemotongan gaji PEMINJAM oleh BANK dalam rekening PEMINJAM yang
ada pada BANK, berdasarkan Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan/instansi tempat PEMINJAM bekerja
tertanggal - yang menyatakan akantetap menyalurkan pembayaran gaji dari PEMINJAM melalui Rekening Tabungan
yang ada pada BANK sampai dengan seluruh Pinjaman dinyatakan lunas olch BANK.

f.  Bunga atas Pinjaman Pokok adalah :
17,50 % { Tujuhbelas koma fimapuluh persen) efeklif per tahun. BANK berhak untuk mengubah tingkat bunga dari
waktu ke waktu atas kebijaksanaan intem BANK. BANK akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis
kepada PEMINJAM setelah dilakukannya perubahan tingkat bunga tersebut olch BANK.

g. Biayaprovisikredit : 1% (satu persen) dari Pinjaman Pokok.

h. Biaya administrasi Rp. 125.000,- (Seratusduapuluhlimaribu .rupiah).

i.  Biaya-biaya lain meliputi biaya notaris dan asuransi.



lll.

Biaya provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lain tersebut harus dibayar tunai sclambat-lambatnya sebelum
penandatanganan Perjanjian Kredit yang tidak dapat ditarik kembali olch PEMINJAM oleh scbab atau dalam keadaan
bagaimanapun juga.

Perjanjian Kredit ini akan berakhir sebelum jangka waklu yang ditentukan dalam ketentuan Lb. di atas, apabila
PEMINJAM diberhentikan/PHK atau mengundurkan diri dari perusahaan/instansi dimana PEMINJAM bekerja atau
PEMINJAM dimutasikan pada daerah dimana BANK tidak mempunyai kantor cabang atau karena hal-hal lain seperti
yang tercantum dalam pasal 12 Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syaral Perjanjian Kredit. Dalam hal terjadi demikian
sisa Pinjaman yang masih terhutang wajib dibayar secara sekaligus lunas oleh PEMINJAM kepada BANK.

Sumber pelunasan dan agunan tambahan :

Atas pinjaman yang diperoleh PEMINJAM dari BANK, PEMINJAM setuju, bersedia dan dengan ini memberikan kuasa
kepada BANK yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak substitusi, bak untuk sebagian atau untuk seluruhnya,
untuk memotong gaji PEMINJAM sebagai karyawan perusahaanvinstansi yang telah diketahui oleh BANK termasuk
tunjangan, asuransi ataupun tabungan PEMINJAM dan lain-lain atas sejumlah angsuran yang harus dibayar menurut
Perjanjian Kredit ini.

BANK berhak sewakiu-waktu untuk meminta agunan tambahan dari PEMINJAM selain sumber pelunasan pinjaman
yatu gaji sebagai karyawan seperti tersebut dalam ketentuan i di atas. PEMINJAM setuju, bersedia dan dengan ini
menyatakan kesanggupan untuk memberikan agunan tambahan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang ditentukan kemudian hari cleh BANK.

Pilihan dan Domisili Hukum. :

a.

b.

Pejanjian ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia.

Mengenai pelaksanaan Perjanjian ini maupun segala akibat hukumnya PEMINJAM maupun BANK sepakat untuk
memiih yurisdiksi di Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR dengan tidak
mengurangi hak BANK untuk mengajukan tuntutan hukum lerhadap PEMINJAM melalui Pengadilan Negeri lainnya
yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan penyelesaian kredt PEMINJAM melalui
PUPN/BUPLN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMINJAM dengan ini mengakui telah mendapatkan Pinjaman Pokok dari BANK dan
selanjutnya kedua belah pihak setuju unfuk melaksanakan Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada seluruh Ketentuan dan

Syarat-syarat Perjanjian sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

Demikianiah Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di alas meterai cukup dan ditandatangani cleh pihak-pihak
tersebut diatas pada tempat dan tanggal sebagaimana disebutian di awal Perjanjian ini.

BANK,

PEMINJAM,

PT BANK Mandiri (Persero) Tbk.

materei Rp.6.000

Kepala Cabang Nama :

Menyetujui,
Suamiflsteri PEMINJAM

Nama :



Dokumen yang harus dllengkapi untuk Permohonan Kredit

Mitra Karya Mandiri

Identitas diri pegawai, berupa :
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami /isteri ;

- Kartu Keluarga (KK) ;

- Surat nikah / cerai.
Slip gaiji / surat keterangan penghasilan terakhir (Asli)
Fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi pegawai tetap
Fotokopi rekening giro / tabungan 3 (tiga) bulan terakhir
Fotokopi pegawai dan suami / isteri ukuran 3 x 4 masing-masing 2 (dua) lembar

Menyerahkan dokumen lain yang disyaratkan.



